








A. Latar Belakang 
 
Peradaban manusia sekarang sedang 
menghadapi suatu cobaan yang dahsyat. Cobaan 
berupa tantangan peradaban yang dihadapi di 
negara Yahudi pada abad ketiga sebelum Masehi, 
di semenanjung Arabia pada abad ke-enam 
Masehi, dan di Eropa pada abad ke-limabelas 
Masehi. Kesamaan yang dimilikinya adalah 
degradasi berbagai pola kehidupan yang sering 
digunakan oleh manusia dalam merespon hidup 
ini.  
Harus diakui bahwa apa yang disebut 
sebagai peradaban modern (civilized society), yang 
di dalamnya kita hidup sekarang ini, sedang 
berada dalam krisis. Memang kedengarannya agak 
berlebihan, tetapi dalam kenyataannya arus 
modrnisasi telah membawa dampak terhadap 
berbagai persoalan dunia Islam, tepatnya krisis 
global masa kini, misalnya krisis spritual, alienasi 
individu, dekadensi moral, dan sebagainya.1 
Masalah-masalah ini bersama dengan masalah-
masalah lainnya saling mempengaruhi dan 
terakumulasi dalam apa yang disebut sebagai krisis 
global. 
Dampak urgen lainnya dari arus 
modernisasi adalah munculnya isu-isu 
                                                 
1 Lihat Donny Gahral Adian, Menyoal Obyektivitas 
Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 173.  
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kontemporer yang memberi warna baru bagi 
masyarakat dunia ketiga, khususnya negara-negara 
Muslim atau yang mayoritas penduduknya 
Muslim seperti Indonesia. Misalnya: isu gender, 
pluralisme, demokrasi, HAM. 
Belakangan ini terjadi kebangkitan 
keagamaan, termasuk Islam, yang ditandai dengan 
meningkatnya dedikasi pemeluk agama terhadap 
ajaran agamanya ( religious dedication), seperti, 
semakin maraknya umat Islam menunaikan ibadah 
haji, melaksanakan  shalat2 dan meningkatnya 
gerakan sosial keagamaan, seperti pesantren dan 
majelis taklim. 
Di Indonesia, kebangkitan keagamaan dari 
gerakan Islam ini dapat dilihat dari ramainya kelas 
menengah dan menengah kota yang berduyun-
duyun untuk melaksanakan ajaran keislaman. 
Mejelis taklim sebagai suatu wadah berkumpulnya 
kaum perempuan menjadi fenomena menarik 
dalam melakukan gerakan keislaman. Boleh 
dikatakan bahwa maraknya eksistensi majelis 
taklim di era globalisasi ini adalah sebagai reaksi 
terhadap permasalahan di atas. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa arus globalisasi memberi 
tantangan tersendiri bagi kalangan majelis taklim, 
khususnya dalam merespon isu-isu keagamaan 
kontemporer, seperti: Islam inklusif, toleransi, 
pliralisme, jihad, demokrasi, HAM, isu-isu jender, 
dan perlakuan syariat Islam. 
 
 
                                                 
2 Jamhari dan Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal 




Dari latar belakang di atas, dapat ditarik 
beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana gambaran gerakan lembaga 
keagamaan di Sulawesi Selatan di era 
globalisasi? 
2. Bagaimana peran Majelis Taklim dalam 
mentransformasikan nilai-nilai keagamaan 
pada masyarakat Sulawesi Selatan? 
3. Bagaimana respon Majelis Taklim terhadap 
isu-isu keagamaan kontemporer? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
 
Tujuan penulisan adalah untuk memahami 
dinamika gerakan Islam di Era Globalisasi, 
khususnya respon Majelis Taklim terhadap isu-isu 
keagamaan kontemporer yang ada di Sulawesi 
Selatan. Tujuan khusus adalah penulisan ini 
diharapkan untuk dapat menyiapkan informasi 
penting gerakan Islam Majelis Taklim sebagai 
wadah transmisi keaagamaan, agar masyarakat 
Sulawesi Selatan dan Indonesia umumnya dapat 
memahami eksistensi kiprah para Majelis Taklim 
tersebut. Penulisan ini diharapkan dapat memberi 
kontribusi berharga baik kepada masyarakat luas, 
masyarakat akademik, dan pemerintah, sebagai 
penentu kebijakan,  agar dapat memahami 
eksistensi Majelis Taklim. Disamping itu, penulisan 
ini diharapkan dapat menyiapkan informasi yang 
akurat bagi yang berminat melakukan penulisan 
lanjutan tentang eksistensi Majelis Taklim di 
Sulawesi Selatan, yang bukan hanya berfokus pada 
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aspek dakwah, tetapi juga memiliki peran 
transmisi keagamaan yang cukup kuat dalam 
merespon isu-isu keagamaan kontemporer. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
 
Berbincang masalah gerakan Islam di Era 
Globalisasi, baik skala internasional, nasional 
maupun lokal, secara garis besar dibagi atas dua 
kecenderungan besar yaitu gerakan Islam 
fundamental dan gerakan Islam liberal. Kedua 
kecenderungan ini mengusung tema yang sama 
yaitu berkaitan dengan isu-isu pluralisme, negara 
Islam, jihad, demokrasi, HAM, dan lain-lain. 
Kedua gerakan ini memiliki pandangan yang 
sangat kontroversial dalam mengusung tema-tema 
tersebut yang tentunya memiliki dampak yang 
cukup besar bagi eksistensi Majelis Taklim di 
Sulawesi Selatan. 
 
a. Gerakan Islam Fundamental 
Gerakan fundamentalisme Islam, 
khususnya di Indonesia dengan stigma seperti 
literalis, radikalis dan ekstremis yang pernah 
menghiasi soal-soal kebangsaan pasca-Tragedi 11 
September agak mulai meredup. Begitu pula, 
wacana-wacana opini publik dan pemberitaan 
media seputar gerakan fundamentalisme kurang 
mendapatkan perhatian. Namun apakah fenomena 
itu menjadi pertanda bahwa gerakan-gerakan 
semacam itu sudah berakhir? 
Pada tanggal 29 Juli 2004 Jaringan Islam 
Liberal (JIL) mengadakan diskusi dengan tema 
”gerakan fundamentalisme dan radikalisme di 
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negara-negara Islam.” Salah satu kesimpulannya 
mengungkapkan bahwa gerakan fundamentalisme 
di Indonesia akan kembali memanas. Meredupnya 
gerakan itu saat ini karena tergeser oleh isu-isu 
politik, terutama di masa pemilu legislatif dan 
presiden. Dalam kenyataannya,  gerakan 
fundamentalisme kembali menghiasi dalam 
wacana kebangsaan, terkait belum selesainya 
agenda krusial mereka seperti hendak 
memperjuangkan isu-isu syari’at Islam, penegakan 
khilafah dan sebagainya. Bertolak dari fenomena 
itu, posisi negara terhadap gerakan 
fundamentalisme kemungkinan besar bersikap 
represif. Konflik sosial-kebangsaan antara ”negara 
vis-a-vis gerakan fundamentalisme” tak terelakkan 
lagi.3  
Ada beberapa tesis mengapa negara akan 
represif terhadap gerakan fundamentalisme. 
Pertama dari segi internal, karena kepentingan 
negara yang berindikasi ”sekularisasi”, liberalisasi 
dan sebagainya akan direcoki dengan gerakan 
fundamentalisme yang menolak secara mentah-
mentah kepentingan negara. Gerakan 
fundamentalisme menganggap negara harus 
mengakomodasi sebesar mungkin kepentingan 
umat Islam (jika perlu ditegakkannya syari’at Islam 
semi otonom) dengan penafsiran Islam versi 
mereka. Kedua secara eksternal, yaitu karena 
                                                 
3 Ismatillah A. Nu’ad, Gerakan Fundamentalisme 
dan Represi Negara, Harian Umum Sinar Harapan, Selasa, 10 
Agustus, 2004.   
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negara berhadapan dengan ‘kompromi’ kekuatan-
kekuatan kapitalisme dan liberalisme global yang 
mengharap negara domestik dapat meredam aksi-
aksi gerakan fundamentalisme yang merugikan 
dan membahayakan bagi kepentingan kekuatan 
kapitalisme-liberalisme.  
Sebagai contoh, fenomena munculnya 
gerakan dakwah seperti Hizbut Tahrir yang 
membentuk opini publik supaya negara 
mempertimbangkan tatanan pemerintahan 
khilafah di mana isu-isu syari’at Islam ada di 
dalamnya tentu saja sudah menjadi bagian dari 
gerakan fundamentalisme. Begitu pula fenomena 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Komite 
Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di 
Sulawesi Selatan yang memperjuangkan Islam 
untuk masuk dalam wilayah keputusan dan 
kebijakan negara lewat cara-cara seperti yang 
diistilahkan Bill Liddle bersifat rigid, puritan dan 
naif, itu pun juga termasuk dalam kategori gerakan 
fundamentalisme. 
Dua fenomena itu menurut Khursid 
Ahmed, juga terjadi di negaranya Pakistan. Dalam 
dataran itu, gerakan ini menghendaki supaya Islam 
sebagai agama dijadikan sebagai tatanan 
kenegaraan dan kebangsaan. Begitu pula, Islam 
dianggap oleh gerakan ini sebagai jalan keluar (way 
of life) atas kondisi persoalan-persoalan absurd 
yang dihasilkan negara, tentu saja dengan 
penafsiran Islam yang literal, ortodoktif, dogmatis, 
sakral dan sebagainya. Menurut Imdadun Rahmat, 
warna keberagamaan (Islam) yang ”khas” dalam 
masyarakat Indonesia tengah menghadapi gugatan 
dengan hadirnya gerakan fundamentalisme ini.  
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Pemahaman keagamaan mainstream yang 
dianut mayoritas muslim dinilai bukan merupakan 
pemahaman Islam yang benar, karena telah 
mengakomodasi dan berakulturasi dengan budaya 
dan sistem sosial-politik lokal. Mainstream 
keagamaan yang dianut secara mayoritas itu juga 
dianggap berbeda dengan Islam yang ideal. 
Pendeknya menurut gerakan fundamentalis, 
otentisitas Islam di Indonesia hilang, dan oleh 
karenanya perlu purifisme Islam, sistem Islam 
(nizam al-Islam) dan sebagainya. Fenomena Muslim 
Kota. Sebaliknya menurut Imdadun Rahmat dalam 
karyanya ”Islam Pribumi: Mendialogkan Agama 
Membaca Realitas, 2003” mengatakan bahwa 
gerakan fundamentalis pun bukan tradisi asli 
keberislaman di Indonesia, karena Islam-Indonesia 
bercorak moderat, toleran dan sebagainya. Maka 
darinya, perlu ada reinterpretasi terhadap 
keberislaman lokal apa yang kemudian disebut 
dengan ”Pribumisasi Islam”.4 Islam pribumi 
menurut Imdadun mempunyai karakteristik 
seperti kontekstual dalam menafsir Islam, 
menghargai tradisi, progresif dan membebaskan, 
dan sebaliknya muslim-pribumi tidak 
menggunakan cara-cara kekerasan, toleran, pluralis 
dan sebagainya. Dalam beberapa asumsi, gerakan 
fundamentalisme ternyata merupakan fenomena 
muslim kota, yang pemahamannya tidak diresapi 
sebagaimana kalangan santri di pedesaan yang 
bergelut hampir setiap hari dengan tradisi 
                                                 
4 M. Imdadun Rahmat et al., Islam Pribumi: 
Mendialogkan Agama Membaca Realitas, Jakarta: UIN Syarif 
Hidayatullah, 2003 
 8 
intelektualitas Islam, sehingga Islam bukan sesuatu 
yang unik dan asing. Muslim kota pada dasarnya 
memahami Islam pada batas-batas tertentu dalam 
dataran simbolitas-identitas privat semata. 
Sementara dalam kesehariannya jarang 
bersentuhan secara intens dengan dunia 
intelektualitas Islam, seperti membincang 
persoalan fiqh. Islam muncul ke permukaan di 
wilayah Muslim kota setelah wacana-wacana 
religiositas yang ditawarkan lewat dakwah tv. 
Sementara itu, Aay Muhammad Furqan 
meliris akar fundamentalisme bersumber dari 
gerakan Mesir. Dalam karyanya,  Aay Furqan 
berjudul “Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan 
Praksis Politik Kauim Muda Muslim Indonesia 
Kontemporer” membahas ideologi politik PKS.5 
Buku ini berusaha menelusuri ide gerakan politik 
fundamental Al-Ikhwanul Al-Muslimun di Mesir 
diadopsi ke dalam gerakan politik Islam di 
berbagai negara, terutama di Indonesia. Konsep 
tarbiyah yang ditawarkan oleh Al-Ikhwa Al-
Muslimun kemudian dipraktekkan di Indonesia 
oleh partai keadilan Sejahtera, sebab konsep ini 
merupakan upaya substansial demi kemaslahatan 
dalam konteks relasi yang tak terpisahkan antara 
Islam dan politik. Buku ini sangat membantu 
dalam menelusuri akar sejarah pemikiran politik 
Pesantren Hidayatullah, apakah Pesantren 
Hidayatullah punya hubungan dengan Al-
Ikhwanul Al-Muslimun, paling tidak secara 
                                                 
5 Aay Muhammad Furkon. Partai Keadilan 
Sejahtera. Jakarta: Teraju, 2004.  
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ideologi, sehingga memiliki kemiripan konsep 
tarbiyah atau apakah gerakan keagamaan yang 
ditampilkan oleh Pesantren Hidayatullah murni 
gerakan politik lokal yang secara kebetulan 
memiliki kesaman konsep dengan Al-Ikhwan Al-
Muslimun?  
Pada saat dominasi politik, ekonomi, dan 
budaya Barat melaju tidak terbendungkan dan 
meminggirkan posisi masyarakat Islam, dalam 
konteks seperti itulah gerakan kebangkitan Islam 
yang tadinya mengambil jalur kultural dan teologis 
berubah menjadi gerakan politik dan ideologis. 
Meskipun sama-sama menghendaki kebangkitan 
Islam, kalangan fundamentalis Islam cenderung 
bersikap reaksioner. 
Peneguhan Islam dilakukan melalui 
penolakan terhadap Barat. Semangat untuk 
menegakkan Islam tampaknya tidak hanya 
dimotivasi oleh imperatif teologis, tetapi juga 
didiorong oleh perjuangan mendapatkan kembali 
identitas kultural serta historis. Baangkali lantaran 
itu, umat Islam yang tidak menjadi bagian dari 
kejayaan Islam, sepeti Indonesia, tidak begitu 
terobsesi untuk meraih kembali masa keemasan 
Islam tersebut, dan memilih bersikap terbuka serta 
akomodatif terhadap peradaban lain, terutama 
Barat.  
 
b. Gerakan Islam Moderat 
Selain gerakan Islam fundamental, juga 
dikenal gerakan yang sangat bertentangan dengan 
gerakan Islam fundamental yang disebut gerakan 
Islam liberal. Gerakan ini sangat bebas dalam 
menginterpretasikan teks-teks ayat Al-Quran. 
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Salah satu organisasi Islam liberal yang sangat 
terkenal di Indonesia adalah Jaringan Islam Liberal 
(JIL). Pertengahan antara fundamental dan liberal 
disebut dengan moderat. Gerakan Islam moderat 
merupakan mainstream keagamaan di Indonesia. 
Boleh dikatakan organisasi Muhammadiyah dan 
Nahdlatul Ulama dikategorikan sebagai Islam 
moderat. Kedua organisasi inilah yang paling 
banyak mempengaruhi perkembangan majelis 
taklim di Sulawesi Selatan sebagai aflisasi 
keagamaan mereka. Namun, jika kita mengurut 
secara sistematis gerakan Islam moderat diawali 
oleh gerakan Islam modernis, gerakan Islam 
tradisionalis, gerakan Islam neo-modernis, dan 
yang terakhir adalah gerakan Islam pos-
tradisionalis. 
Meskipun Islam moderat di Indonesia 
sudah mapan dan usianya sudah tua, namun Islam 
moderat sebagai gerakan kontemporer 
menampilkan wajah barunya sebagai gerakan 
sosial. Ada beberapa literatur yang membahas 
tentang masalah ini. Zuly Qadir dalam bukunya 
”Syariah Demokrat: Pemberlakuan Syariah Islam 
di Indonesia, merupakan karya yang cukup 
berharga menggambarkan gerakan sosial baru di 
Indonesia. Gerakan sosial baru yang dimaksudkan 
oleh Zuly Qadir dalam karyanya adalah sebuah 
gerakan yang merupakan bentuk dinamika dari 
masyarakat merespon masalah-masalah 
kontemporer di era globalisasi, misalnya isu 
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kebebasan personal, perdamain, dan lain-lain 
menjadi bagian yang direspon.6 
Buku yang sangat menarik yang 
menggambarkan gerakan Islam moderat adalah 
karya Saiful Mujani yang berjudul Muslim 
Demokrat. Buku ini membahas secara universal 
dan komprehesif wajah Islam di era globalisasi. 
Buku ini juga mengusung tema-tema Islam 
kontemporer, misalnya Islam dan modal sosial, 
Islam dan toleransi sosial politik, Islam dan 
keterlibatan politik, Islam dan prinsip-prinsip 
demokrasi.7 Buku ini sangat membantu dalam 
meneropong gerakan Islam moderat mengusung 
isu-isu kontemporer, dan bagaimana kaitannya 
dengan eksistensi majelis taklim di Sulawesi 
Selatan.  
 
c. Eksistensi Majelis Taklim  
Masih sangat sedikit literatur yang 
membahas tentang eksistensi Majelis Taklim baik 
kajian lokal maupun nasional. Sementara kita 
memahami bahwa Majelis Taklin memiliki peran 
yang sangat besar dalam transmisi keagamaan di 
Sulawesi Selatan. Secara garis besar, eksistensi 
Majelis Taklim di Sulawesi Selatan memiliki 
kecenderungan afliasi keagamaan seperti kedua 
gerakan Islam yang telah diuraikan di atas. 
Studi awal tentang Majelis Taklim di 
Sulawesi selatan adalah hasil penulisan yang 
                                                 
6 Zuly Qadir, Syariah Demokratik (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2004).  
7 Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya 
Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde 
Baru, (Jakarta: Gramedia Pustaka dan PPIM, 2007).  
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dilakukan oleh Samiang Katu (1996) dengan judul 
”Majelis Taklim dan Peningkatan Iman dan Takwa 
Masyarakat Islam di Kodya Ujungpandang.” 
Penulisan ini menggambarkan arus modernisasi 
yang melanda masyarakat perkotaan, khususnya di 
Makassar yang memberi dampak pada degradasi 
moral dan krisis spritual. Samiang 
menggambarkan bahwa kebutuhan di bidang 
spritual muncul sebagai akibat kegagalan 
masyarakat industri mengatasi berbagai krisis yang 
muncul. Akibatnya, banyak manusia yang ingin 
melarikan diri dari realitas tersebut. Mereka 
tersingkir dan terhempas dalam ketakberdayaan. 
Dalam kondisi tersebut, Majelis Taklim memiliki 
peran yang cukup signifikan dalam mengatasi 
problematika masyarakat perkotaan. 
Studi penulisan tesis yang dilakukan oleh 
Dewi Anggariani (2005) dengan judul ”Majelis 
Taklim dalam dinamika Beragama di Kecamatan 
Rappocini Makassar: Suatu Analisis Antropologi 
Agama dapat memperkaya penulisan ini. Tesis ini 
membahas tentang fungsi Majelis Taklim dalam 
pengembangan lembaga dan peningkatan 
pengetahuan keagamaan serta pembinaan 
kesadaran dalam melaksanakan nilai-nilai agama 
dalam kehidupan masyarakat Makassar. Fokus 
kajian yang dilakukan oleh Dewi adalah eksistensi 
Majelis Taklim Kota sehingga Majelis Taklim yang 
diteliti umumnya sudah memiliki standarisasi 
lembaga yang cukum mapan yang bukan hanya 
sekedar sebagai wadah transmisi keagamaan, 
tetapi juga sudah memiliki visi pengembangan 
kelembagaan, seperti manajemen MT yang baik, 
kurikulum yang sudah tersusun rapi, dan 
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sebagainya. Dengan demikian, Majeli Taklim 
tersebut kemungkinan besar sudah merespon isu-
isu keagamaan kontemporer dengan baik, 
meskipun Dewi tidak membahas tema ini. 
Dari studi di atas sangat jelas belum 
menggambarkan secara utuh eksistensi Majelis 
Taklim yang ada di Sulawesi Selatan dengan 
berbagai corak dan kecendrungan. Penulisan ini 
mencoba memetakan corak dan kecenderungan 
Majelis Taklim yang ada di Sulawesi Selatan, yang 
selanjutnya lebih mengkonsentrasikan pada aspek 
respon mereka terhadap isu-isu keagamaan 
kontemporer. Perlu disadar bahwa isu-isu 
keagamaan kontemporer merupakan masalah 
kebangsaan yang cukup besar di Era Globalisasi 
ini, dimana Majelis Taklim sebagai lembaga grash 
root memiliki peran signifikan dalam 
mentransfirmasikan masyarakat ke arah lebih baik, 
bijak, dan toleran. 
 
Isu-Isu Keagamaan Kontemporer: Gender, 
Demokrasi, Jihad, HAM, Pluralisme, 














E. Metode Penulisan 
 
Jenis Penulisan.  
Penulisan ini mencoba menggabungkan 
antara jenis penulisan kualitatif dan kuantitatif. Sisi 
penulisan kualitatif adalah dengan menggunakan 
teknik wawancara kepada responden, sementara 
penulisan kuantitatif menggunakan angket yang 
telah disusun sedemikian rupa berkaitan dengan 
isu-isu keagamaan kontemporer. Kedua jenis 
penulisan ini digunakan untuk mendapatkan hasil 
yang lebih akurat. 
 
Lokasi Penulisan.  
Penulisan ini diselenggarakan di beberapa 
kabupaten di Provensi Sulawesi Selatan. 
 
Teknik Pengumpulan Data.  
Pengumpulan data pada esensinya 
berkaitan dengan metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data berkenan dengan tujuan 
penulisan. Bagian ini berupaya menggambarkan 
teknik utama yang digunakan dalam penulisan ini 
melalui interview bertipe open ended8 di kalangan 
prominent (pemuka agama) pada beberapa majelis 
taklim di Sulawesi Selatan berkaitan dengan isu-isu 
keagamaan kontemporer.Melalui teknik 
                                                 
8 Robert K. Yin, Case Study Research Design and 
Method. Diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakkir dengan 
judul “Studi Kasus: Desain dan Metode” (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004), h. 109. Lihat juga Heru Irianto dan 
Burhan Bugin, Pokok-Pokok Penting tentang Wawancara, 
dalam 108. 
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wawancara, penulis berupaya mencatat hasil 
wawancara disamping menggunakan tape recorder 
untuk menghindari hilangnya pin-poin penting 
dari hasil wawancara. Selain wawancara, penulis 
akan menggunakan angket sebagai instrumen 
untuk mendapatkan data pendukung dari hasil 
wawancara yang dilakukan sebelumnya. Untuk 
melengkapi tingkat akurasinya penulisan ini, 
penulis akan menyiapkan angket berkaitan dengan 
isu-isu keagamaan kontemporer. Cara ini sangat 
penting untuk mengetahui secara detail 
kecenderungan para pengurus majelis Taklim 
dalam merespon isu-isu tadi. Selain itu, cara ini 
berfaedah dalam mengetahui presentasi tingkat 
keragaman Majelis Taklim dalam merespon isu-isu 
keagamaan kontemporer.  
 
Teknik Analisis Data.  
Analisis data hasil penulisan kualitatif 
dilakukan setiap saat mengumpulkan data di 
lapangan secara kontinuitas. Pertama-tama melalui 
proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, 
dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi 
teoritis terhadap informasi lapangan, dengan 
maksud menghasilkan stetemen-stetemen yang 
dianggap mendasar dan universal.9 Dalam hal ini, 
penulis mencoba menganalisis data dengan 
menggunakan model penelitian yang disebut 
                                                 
9 Lihat Hary Yuswadi, Pengumpulan Data di Daerah 
Perlawanan Petani: Sebuah Pengalaman Lapangan di Jember,” 
dalam Metode Penulisan Kualitatif, diedit oleh Burhan Burgin 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001), h. 106. 
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model Bricolage10 saat menganalisis data yang 
diperoleh di lapangan dengan menekankan aspek 
praktisnya, strategis dan self reflective.11 Data 
bergantung pada pertanyaan-pertanyaan yang 
ditanyakan, dan pertanyaan bergantung dari 
setting (waktu dan tempat) ketika penulisan 
dilakukan. Oleh karena itu, analisis data dalam 
penulisan berlangsung bersamaan dengan proses 
pengumpulan data. Selanjutnya data kuantitatif 
akan dianalisis melalui analisis statistik untuk 
mengetahui presentasi kecenderungan afliasi 
keagamaan Majelis Taklim di Sulawesi Selatan, 
khususnya dalam merespon isu-isu keagamaan 
kontemporer. 
 Untuk data kuantitatif, kami menggunakan 
rumus untuk menganalisis data sehingga nilai 
prosentasi dapat diperoleh: 
 
        F 
       P =   -------      X   100 % 
     N 
Keterangan: 
P         = Prosentase 
100 %  = Bilangan Tetap 
F         = Jumlah Responden yang Menjawab Angket 
N        = Jumlah Keseluruhan Responden 
                                                 
10 Bricolege adalah sebuah model penulisan kualitatif 
dengan melakukan suatu kreasi penggambaran, refleksi pada 
kompleks yang mempresentasikan gambaran pemahaman dan 
interpretasi penulisan atas dena atau fenomena yang 
dianalisis..  
11 Lihat Tadjoer Ridjal, Metode Bricolage dalam 
Penulisan Sosial,” dalam Metode Penulisan Kualitatif (ed. 








POTRET GERAKAN LEMBAGA KEAGAMAAN 
DI ERA GLOBALISASI 
 
A. Islam dan Era Globalisasi 
 
Menjelang era gelombang ketiga ini, 
sumber kekuasaan dan dominasi adalah 
pengusaan terhadap informasi, bukan lagi terpusat 
pada kosmosentris atau sumber daya alam, seperti 
yang terjadi pada masa agrikultur, atau alat-alat 
produksi dalam gelombang kedua. Boleh 
dikatakan bahwa dalam gelombang ketiga ini lebih 
60 % pekerjaan bergerak pada bidang jasa dan 
informasi.  
Azyumardi Azra dan Jamhari mengatakan 
bahwa proses globalisasi terus menemukan 
momentumnya sejak dua dasawarsa menjelang 
melinium baru telah memunculkan wacana baru 
dalam berbagai lapangan kehidupan literatur 
akademik, media massa, forum-forum seminar, 
diskusi dan pembahasan dalam berbagai 
lembaga,12 termasuk majelis taklim.  
Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, 
akan diuraikan gambaran umum era globalisasi 
serta dampak yang ditimbulkan. 
                                                 
12 Asymardi Azra dan Jamhari,” Pendidikan Islam 
Indonesia dan Tantangan globalisasi.” Dalam Mencetak 





Karakteristik era informasi 
Era informasi memiliki ciri dimana arus 
informasi dunia tidak lagi mengenal batas-batas 
wilayah, kesamaan kepentingan, serta sistem soaial 
dan politik. Bahkan sejak kendala jarak ruang telah 
diatasi oleh teknologi transfortasi dan komunikasi, 
maka akses informasi telah menyebar dan 
beragam. Jika dulu penyebarannya lewat orang 
secara langsung, dan prosesnya dari mulut ke 
mulut, kini  produk-produk teknologi beleh 
dikatakan lebih dominan dipakai untuk mengakses 
informasi. Itulah sebabnya mengapa penyebaran 
informasi terasa merevolusi, dan penyebarannya 
suit untuk dibendung.13 
Gejala era informasi mulai muncul di 
Amerika Serikat pada tahun 1960an. Selanjutnya 
didorong oleh penemuan-penemuan baru dalam 
bidang teknologi informasi dan komunikasi 
sehingga terciptalah revolusi komunikasi. Sebagai 
konsekuensi logis dari revolusi komunikasi ini, 
gelombang era informasi kini melanda hampir 
seluruh permukaan bumi termasuk Indonesia, dan 
secara khusus lagi masyarakat Bugis di Sulawesi 
Selatan. Gelombang dan globalisasi informasi 
nyaris tidak bisa dibendung dan kita menghadapi 
penyingkapan eksplorer melalui media. 
Penyingkapan informasi yang paling efektif 
agaknya terjadi melalui Satelit Siaran Langsung 
                                                 
13Lihat Marwah Daud Ibrahim, Teknologi Emansipasi 
dan Transendensi: Wacana Peradaban dengan Visi Islami, 
(Cet.II; Bandung: Mizan, 1995), h. 200.  
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(SSL) dan antena parabola, sehingga berbagai 
aliran TV mancanegara dapat disaksikan. Peralatan 
modern ini dapat kita lihat di Sulawesi Selatan 
hingga di pelosok-pelosok pedesaan yang sudah 
menyebar sejak awal 1990an. 
Dalam kerangka revolusi komunikasi itu 
kita menyaksikan masuknya peralatan-peralatan 
teknologi komunikasi canggih pada masyarakt 
Bugis, khususnya yang tinggal diperkotaan, 
melalui TV, Komputer networks, vidio (VTR, VCD, 
dan DVD), compac disk (CD), teleteks, radio C.B., 
telepon global, telepon genggam (from person to 
person, bukan lagi place to place), facsimile dan 
sebagainya. Selain peralatan-peralatan yang 
langsung berkaitan dengan informasi ini, 
masyarakat Bugis juga dibanjiri produk-produk 
teknologi yang dalam dasawarsa silam tidak 
pernah terbayangkan. Sebut saja misalnya, 
personal komputer (termasuk note book), kaset 
mikro, walkman, kamera (auto focus dan digital) dan 
kamera vidio portable dengan berbagai mereknya.14  
Hal senada juga disampaikan oleh 
Ziauddin Sardar dengan menggambarkan 
karakteristik era informasi sebagai berikut: 
Revolusi informasi kini sedang dijajakan 
sebagai suatu rahmat besar bagi umat manusia. 
Penjajahan yang agresif di TV, surat-surat 
kabar dan majalah-majalah yang mewah, 
begitu menarik. Pada lingkungan yang 
terpelajar, yaitu di dalam jurnal-jurnal 
                                                 
14 Lihat Asyumardi Azra, Konteks Berteologi di 
Indonesia: Pengalaman Islam, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 
1999), h. 204.  
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penulisan dan buku-buku akademis, 
disebutkan bahwa revolusi informasi akan 
menyebabkan timbulnya desentralisasi dan 
oleh karena itu ia akan melahirkan suatu 
masyarakat yang lebih demokratis – telah 
meningkatkan keragaman budaya melalui 
penyediaan informasi yang menyeluruh yang 
sesuai dengan berbagai jenis selera dan 
dompet, memberi orang kesempatan untuk 
menyeimbangkan kecakapan-kecakapan baru, 
meningkatkan produksi dan dengan demikian 
menciptakan kemakmukran untuk semua 
lapisan masarakat. Jika ia juga akan mengubah 
masyarakat yang lebih manusiawi dan 
tercerahkan. Penyebaran besar-besar teknologi 
informasi baru akan membawa kita ke suatu 
paadaban elektronik gelombang ketiga (Alvin 
Toffler).15 
Karakteristik era informasi yang diuraikan 
di atas memberi gambaran kepada kita bahwa 
revolusi informasi cenderung menekakankan 
penggunaan peralatan teknologi informasi sebagai 
produk-produk revolusi yang memaksa 
masyarakat Bugis untuk memperbaiki nasib 
mereka. Apa yang pada umumnya dinilaikan 
adalah aspek-aspek revolusi informasi, akan 
memberikan efek mendalam terhadap proses 
produksi konvensional, proses produksi itu 
sendiri, dan bahkan terhadap proses kehidupan 
manusia. 
                                                 
15 Lihat Ziauddin Sardar, Tantangan Dunia Islam 
Abad 21, (Cet.III; Bandung: Mizan, 1989), h. 85.  
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Karakteristik era informasi dapat kita lihat 
secara lebih jelas lagi melalui penemuan-penemuan 
produk baru dalam teknologi komunikasi tadi 
berlangsung dengan relatif sangat singkat dan 
sekaligus dengan kualitas yang semakin canggih 
pula. Hampir bisa dipastikan bahwa di abad ke-21 
nanti, teknologi informasi dan komunikasi akan 
semakin cepat dan canggih. Meski demikian, 
banyak pengamat komunikasi dan informasi tidak 
mengetahui dengan pasti kapan terjadinya 
peminimalisasian revolusi komunikasi dan 
informasi. Yang jelas, produk-produk baru dalam 
teknologi komunikasi dan informasi yang terus 
akan muncul itu bakal mempercepat proses 
terbentuknya masyarakat informasi. Inilah proses 
yang nampaknya tidak bisa dielakkan oleh bagian 
masyarakat Sulawesi Selatan, yang pada gilirannya 
akan menggeser nilai-nilai luhur budaya Bugis-
Makassar itu sendiri. Disunilah peran penting 
majelis taklim yang bukan hanya sebagai sarana 
mentransfer ilmu pengetahuan agama, tetapi juga 
sebagai peningkatan moral keagamaan. 
 
Dampak revolusi teknologi informasi dan 
telekomunikasi 
Harus diakui bahwa dominasi Barat 
terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, 
termasuk didalamnya sains dan teknologi, telah 
menganggap dirinya sebagai lokomotif di antara 
gelombang-gelombang dalam suatu rangkaian 
kereta. Ibaratnya, kini dalam posisinya sebagai 
pemandu dan penentu bagi negara berkembang, 
termasuk Indonesia, terutama dalam kerangka tata 
nilai informasi dan system informasi global. 
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Munculnya peralatan-peralatan baru dalam 
teknologi komunikasi dan informasi bukan hanya 
menciptakan proses globalisasi dan informasi, 
tetapi sekaligus globalisasi gaya hidup dan system 
nilai. Dalam proses globalisasi nilai ini, tentu saja 
yang paling banyak mengambil manfaat adalah 
mereka yang menguasai media komunikasi 
tersebut. Sebaliknya, yang menjadi korban adalah 
masyarakat yang cuma bisa menjadi sasaran dan 
konsumen informasi yang tidak menguasai produk 
teknologi tersebut.16 Kita melihat terjadinya 
perubahan-perubahan drastis dan cepat dalam 
masyarakat yang menjadi sasaran atau konsumen 
globalisasi informasi. 
Contoh kongkret yang bisa kita saksikan 
adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam etika 
Islaam. Nilai-nilai gotong-royong, penghormatan 
terhadap orang yang lebih tua, penghargaan 
terhadap yang lebih muda, tatakrama dalam 
bertutur kata, lunturnya nilai-nilai spritual pada 
generasi muda, dan gaya hidup konsumerisme dan 
kebebasan seks. Meningkatnya kasus-kasus 
pemerkosaan dan pembunuhan yang sehari-hari 
kita baca lewat koran dan tayangan lewat TV 
swasta, tak pelak lagi sebagai konsekuensi logis 
dari pengaruh teknologi informasi dan 
komunikasi. Dengan dukungan peralatan-
peralatan teknologi seperti parabola, internet, vcd 
(terutama vcd porno) tidak hanya menyiarkan 
informasi yang bermanfaat, tetapi juga membentuk 
publik opini  dalam rangka menanamkan nilai-nilai 
yang dianut oleh Amerika dan negara-negara Barat 
                                                 
16 Lihat Azyumardi Azra, op. cit., h. 205. 
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lainnya, sehingga menjadi desakralisasi nilai-nilai 
Islam. 
Program-program TV Amerika yang juga 
sangat dominan dalam tayangan swasta Indonesia 
seperti RCTI, SCTV, TPI, ANTV dan Indosiar. 
Sekitar 60-80 % acara yang mereka tayangkan 
adalah produk impor. Memang secara bisnis, 
mengimpor acara TV dari luar negeri jauh lebih 
murah ketimbang memproduksi acara atau film 
sendiri. Tetapi mengedepankan pertimbangan 
bisnis belaka, tanpa mempertimbangkan dampak 
kultural program impor, jelas merupakan tindakan 
yang tidak bertanggung jawab.17  
Melihat kenyataan di atas, jelas terdapat 
dorongan untuk membendung arus globalisasi dan 
informasi tersebut. Masyarakat Muslim, khususnya 
Umat Islam di Sulawesi Selatan sejauh ini menjadi 
sekedar konsumen informasi yang sarat dengan 
nilai dan bias Barat, merupakan tugas yang cukup 
berat membendung arus tersebut. Oleh karena itu, 
reaktualisasi nilai etis ajaran Islam perlu dijabarkan 
lewat pendidikan (baik lewat formal maupun non-
formal), dakwah secara kultural dan struktural, 
pers dan sarana komunikasi lain dalam 
meminimalisasi dampak-dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh alat komunikasi dan inormasi 
tersebut. Oleh karena itu, peran lembaga 
keagamaan, khususnya majelis taklim di Sulawesi 
Selatan sangat signifikan dalam mengantisipasi 
dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
arus globalisasi yang sangat kuat itu. Selain itu, 
majelis taklim sebagai keagamaan harus mampu 
                                                 
17  Lihat ibid., h. 206. 
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merespon isu-isu keagamaan kontemporer di era 
globalisasi ini. 
 
B. Gerakan Lembaga Keagamaan di Era 
Globalisasi 
 
Berkaitan dengan arus globalisasi yang 
menjadi tantangan bagi semua agama, termasuk 
agama Islam, maka apakah yang akan dilakukan 
oleh umat Islam? Munculnya sebuah konsep 
maupun gerakan baik yang bersifat fundamental 
maupun, moderat seperti Islam modernis, Islam 
tradisionalis, neo-modernis, dan pos-tradisionalis 
tentunya dilatar belakangi oleh sebuah realitas 
sosial yang ada. Dalam konteks inilah muncul 
representasi, yaitu sejauhmana fakta sosial yang 
diabstraksikan mampu mewadahi konstruksi yang 
sebenarnya. Apalagi di era globalisasi sekarang, 
baik Islam bercorak fundamental maupun yang 
bercorak moderat masing-masing melakukan aksi 
dalam mengembangkan misinya, termasuk 
pengaruhnya dalam aktifitas-aktifitas keagamaan 
di majelis-majelis taklim di Sulawesi Selatan. 
Konsekuensinya, secara umum eksistensi majelis 
taklim di Sulawesi Selatan memiliki afliasi 
keagamaan baik bersifat fundamental, maupun 
moderat yang pada gilirannya memiliki 
pandangan-pandangan yang berbeda dalam 
merespon isu-isu keagamaan kontemporer.  
 
Organisasi Islam Moderat 
 
1. Pola gerakan pemikiran modernis Islam 
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Kata modernis dalam bahasa Indonesia 
sering dipakai kata modern, modernisasi dan 
modernisme. Modern atau modernis dalam bahasa 
Indonesia berarti pembaharuan. Dalam bukunya 
Harun Nasution Pembaharuan dalam Islam 
menjelaskan makna modern atau modernis dalam 
pemahaman Barat mengandung arti fikiran, aliran, 
gerakan dan usaha untuk mengubah faham-faham, 
adat-istiadat, institusi-institusi lama, dan 
sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana 
baru yang ditimbuklan oleh kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern.18 
Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak 
dunia Barat memasuki era modern (abad ke-17M.), 
dunia Islam mengalami kemunduran dalam aspek 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesadaran akan 
ketertinggalan tersebut bagi kalangan intelektual 
Muslim muncul pada abad ke-19 M., seperti 
JamaluddinAl-Afghani, Muhammad Abduh, dan 
sebagainya. Gerakan mereka disebut gerakan 
modernis yang bertujuan menyesuaikan ajaran 
Islam dengan dengan ilmu pengetahuan dan 
filsafat modern. 
Dalam pandangan Harun Nasution, dalam 
dunia Islam muncul sebuah gerakan untuk 
menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam 
dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern 
tersebut. Dengan jalan demikian, pemimpin-
pemimpin Islam modern mengharap akan dapat 
                                                 
18 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 11.  
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melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran 
untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuan.19 
Gerakan modernis ini terus berlanjut bukan 
hanya terdapat diwilayah Timur Tengah dan India-
Pakistan, tetapi juga di wilayah Asia Tenggara, 
khususnya di Indonesia. Menurut Fakhry Ali dan 
Bahtiar Effendy, pada mulanya gerakan modernis 
di Indonesia timbul sebagai akibat pengaruh 
gerakan pemurnian ajaran Islam yang dipelopori 
oleh Muhammad ibn al-Wahab (1703-1778) di 
Jazirah Arab dan perjuangan Pan-Islamisme 
Jamaluddin Al-Aghani sebagai wujud 
pembaharuan pemikiran politik Islam dalam upaya 
mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. 
Semangat dan isi pembaharuan pemikiran Islam ini 
pada mulanya mendapat perhatian dari umat Islam 
di daerah perkotaan. Secara geografis dan kultural, 
masyarakat kelas kota lebih cepat berhadapan 
dengan pengaruh luar dari pada masyarakat 
desa.20 
Dengan mengikuti alam pembaharuan 
pemikiran Islam yang sedang berkembang pada 
abad ke-19 ini, mereka menempatkan diri sebagai 
kelompok modernis. Munculnya berbagai 
organisasi yang dikelola oleh kelompok modernis 
Islam Indonmesia, seperti Al-Irsyad, Jamiatul 
Khaer, Muhammadiyah, Serikat Dagang Islam 
(SDI) yang kemudian menjadi Serikat Islam (SI), 
dan berbagai lembaga pendidikan modern lainnya, 
                                                 
19 Lihat ibid, h. 12  
20 Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan 
Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa 
Orde Baru (Bandung: Mizan, 1990), h. 63  
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menunjukkan betapa kuatnya pengaruh 
pembaharuan atau modernisasi pemikiran Islam. 
Sebagai konsekuensi logis dari gerakan modernis 
ini, muncul organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang 
khawatir akan gerakan modernis yang diangap 
membahayakan kehidupan tradisionalisme Islam.21 
Muhammadiyah sebagai jargon gerakan 
Islam modernis di Indonesia, disamping 
merupakan gerakan purifikasi, juga merupakan 
gerakan pembaharuan. Hal ini dapat dilihat dari, 
disamping menyerukan perlunya kembali pada Al-
Quran dan sunnah, Muhammadiyah juga 
menyerukan perlunya reinterpretasi atas kedua 
sumber ajaran Islam yang otoritatif tersebut sesuai 
dengan tuntutan pembaharuan ruang dan waktu.22 
Epistemologi pemikiran keislaman 
Muhammadiyah sebagai landasan dirumuskannya 
doktrin-doktrin Muhammadiyah adalah bahwa 
prinsip-prinsip keagamaan dalam Islam tidak 
diletakkan pada aliran-aliran mazhab fiqhi atau 
hierarki keagamaan, melainkan pada Al-Quran dan 
Hadis. Untuk memahami seperangkat prinsip 
kebenaran, keyakinan dan kewajiban yang ada 
dalam Al-Quran, para tokoh Muhammadiyah 
menekankan peranan akal yang diberikan Tuhan. 
Akal pemikiran yang dinamis dan progresif 
memiliki peran penting dalam upaya menemukan 
kebenaran-kebenaran yang ada. Akal inilah yang 
memungkinkan memberi sangsi bagi setiap 
                                                 
21 Lihat ibid., h. 64  
22 Lihat Seri Penerbitan Penulisan Kompetitif, Nalar 
Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, 
Persis, dan NU (Jakarta:  Departemen Agama RI.), h 59 
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pelanggaran atas ajaran-ajaran Islam yang 
dilakukan oleh setiap individu yang berfikir.23 Atas 
dasar ini, Muhammadiyah sebagai organisasi yang 
berbasis di perkotaan disebut sebagai gerakan 
pemikiran modernis Islam. Paradigma pemikiran 
seperti ini juga mempengaruhi lembaga dakwa 
seperti majelis taklim yang tumbuh subur sejak 
masa Orde Baru. 
 
2. Pola gerakan pemikiran tradisionalis 
Sebagaimana disinggung pada pembahasan 
sebelumnya bahwa gerakan pemikiran rasional 
adalah basis perkotaan yang dengan ciri 
perdagangan yang memunculkan kelompok 
Muslim berjois yang lebih dekat dengan model 
Wahabi yang juga merupakan bagian penting 
komunitas Islam di Indonesia. Sementara itu, 
gerakan pemikiran tradisional adalah berbasis di 
pedesaan dengan ciri agraris berasal dari 
kelompok-kelompok miskin, seperti petani dan 
buruh. Oleh karenanya, jaringan-jaringan Islam 
desa ini dibentuk lewat masjid dan rumah kiai 
sebagai sentra pembentukannya. Masjid dan 
rumah kiai adalah satu-satunya sentra yang 
dimiliki komunitas Islam desa sebelum munculnya 
pesantren.24 
                                                 
23 Lihat ibid., h. 90  
24 Nur Kholid Ridwan menjelaskan bahwa pesantren 
pertama yang didirikan Pesantren Tegal Sari. Model Tegalsari 
ini kemudian mengilhami pendirian pesantren Tremas di 
Pacitan. Selanjutnya Pesantren Tremas mengilhami berdirinya 
Pesantren Tebuireng di Jombang, dan Tebuireng inilah yang 
mengilhami seluruh sistem pendidikan pesantren di Jawa. 
Setelah itu, muncullah pesantren di Priangan, Pekalongan, 
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Pada periode selanjutnya, gerakan 
pemikiran tradisionalis ini membentuk organisasi-
organisasi sosial keagamaan, seperti NU, Perti, 
Gerakan Rifa’iyah, dan lain-lain. Pada tahun 1926, 
atas inisiatif tokoh-tokoh Islam tradisionalis, 
seperti K.H.Hasyim Asy’ari, K.H. Wahab 
Hasbullah, K.H.Bisri Syamsuri dan beberapa kiai 
desa lainnya, didirikan NU (Nahdlatul Ulama) 
setelah dilakukan serangkaian usaha-usaha di 
lingkungan Nahdlatul Wathan dan Taswirul Afkar, 
serta komunitas-komunitas lokal di pesantren, 
untuk menyatukan persepsi tentang penting 
tidaknya membuat organisasi bagi kepentingan 
bangsa di satu pihak, dan kepentingan kolonial di 
pihak lain.25 
Alasan utama mendirikan Nahdlatul Ulama 
(kebangkitan ulama) ini adalah untuk menyatukan 
kekuatan utama dalam rangka mengkordinasi 
perjuangan melawan kolonial Belanda, dan untuk 
melindungi ideologi Islam pedesaan yang 
mengikuti pola mazhab dan model pemaknaan 
agama dari serangan-serangan kelompok puritan 
tekstual yang ada dalam komunitas Islam 
perdagangan. Untuk tujuan terakhir ini menjadi 
semakin mengkristal setelah kemenangan Su’ud 
atas Syarif Husen di pusat Hijaz yang ditopang 
oleh gerakan Wahabi, dan ujungnya menimbulkan 
dua corak reaksi di umat Islam di Nusantara.26 
                                                                                     
Rembang, Kedu, Surabaya, Madium, Ponorogo, Blambangan 
dan beberapa tempat lainnya. Lihat selengkapnya Nur Kholid 
Ridwan, Islam Berjois dan Islam Ploretar (Yogyakarta: 
Galang Press, 2002), h. 91-92.  
25 Lihat ibid., h. 96.  
26 Ibid., h. 97  
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3. Pola gerakan pemikiran neo-modernis 
Wacana tentang neo-modernis Islam 
muncul di Indonesia sebagai bentuk ketidak 
puasan atas kegagalan modernisme dalam 
menjawab kompleksitas permasalahan umat Islam 
di Indonesia. Selain itu, sebagai reaksi atas 
kebekuan umat Islam Indonesia dalam 
menghadapi peradaban manusia yang terjebak 
dalam ekslusifisme ajaran dan pembatasan diri 
dalam pemahaman yang sempit. 
Greg Barton mendifinisikan neo-modernis 
Islam sebagai sebuah gerakan baru dalam 
pemikiran Islam yang mengkombinasikan ide-ide 
liberal yang progresif dengan elemen-elemen 
ajaran Islam yang mendasar Neo-modernis Islam 
berbeda dengan Islam modernis atau modernisme 
klasik dalam kaitannya dengan pendekatan baru 
dalam berijtihad.27 
Gagasan tentang neo-modernis Islam pada 
dasarnya bersumber dari pemikir besar Islam yang 
bernama Fazlur Rahman. Ia adalah pemikir besar 
Islam berasal dari Pakistan dengan menyelesaikan 
studi PhDnya di Oxford University, Amerika 
serikat.28 Pada tahun 70an ia mengabdikan ilmunya 
di Chicago Amarika yang kita kenal teorinya neo-
modernis Islam.29 Ide Fazlur Rahman ini kemudian 
                                                 
27 Greg Barton, “The Liberal, Progresive Roots of 
Abdurrahman Wahid’s Thought” in  Nahdlatul Ulama, 
Traditional Islam and Modernity in Indonesia. Clayton: 
Monash University Center of Southeast Asian, 1996.  
28 Mu. Nur Hakim, Neo Modernisme dalam Islam 
(Malang: UMM Press, 2000).  
29 Taufik Adnan Amal membagi perkembangan 
pemikiran Fazlur Rahman menjadi tiga periode, yaitu, periode 
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dikembangkan oleh mahasiswanya bernama 
Nurcholis Madjid kemudian memperkenalkan teori 
ini di Indonesia. 
Gagasan neo-modernis Islam di Indonesia 
lahir sebagai respon atas gagalnya modernisme 
Islam dalam menjawab berbagai permasalahan 
kompleks di Indonesia, khususnya jika berhadapan 
dengan gagasan-gagasan khazanah keilmuan 
klasik. Gagasan yang dilontarkan oleh kaum 
modernis Islam maupun tradisionalis Islam 
bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, 
melainkan bagaimana kedua gagasan tersebut 
berjalan beriringan secara harmoni ataupun 
diintegrasikan menjadi suatu wacana yang 
cemerlang.   
 Menurut Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, 
munculnya neo-modernis Islam di Indonesia 
adalah sebagai akibat dari sejarah peradaban Islam. 
Modernis Islam muncul sebagai sebuah kekuatan 
sosial di awal abad 20an, namun gagal dalam 
mempertahankan ide-ide modernnya ketika 
gerakan organisasi Muhammadiyah tumbuh 
dengan sangat besar. Ideologi modernis didsarkan 
atas aksi dan menjadikan institusi-institusi modern 
menjadi aktivitas-aktivitas yang sangat praktis. 
Ajaran Islamharus dibersihkan dari hal-hal yang 
dapat menyebabkan tahyul, bidah, dan khurafat. 
                                                                                     
awal perkembangan pemikiranya sekitar tahun 50an, periode 
Pakistan pada tahun 60an, dan periode Chicago. Periode 
terakhir inilah ia mengembangkan teorinya yang kita keal neo-
modernis Islam. Lihat selengkapnya Taufik Adnan Amal, 
Islam dan Tantangan Modernitas (Bandung: Mizan, 1990), h. 
24  
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Sementara itu tradisonalis Islam sangat kaya 
dengan khazanah pemikiran klasik.30 
 
4. Pola gerakan pemikiran pos-tradisionalis 
Gerakan pemikiran pos-tradisionalis Islam 
di Indonesia boleh dikatakan sebagai gerakan 
pemikiran baru yang dilakukan oleh generasi baru 
Nahdlatul Ulama. Sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya bahwa NU merupakan representasi 
organisasi Islam tradisionalis diawal 
perkembangannya hingga memasuki Orde Baru. 
Abdurrahman Wahid sebagai sentral figur di 
tubuh NU merupakan tokoh kunci dalam 
melakukan pembaharuan-pembaharuan pemikiran 
keagamaan yang memiliki dampak besar bagi 
kalangan muda NU dalam merespon isu-isu 
keagamaan kontemporer. 
Menurut Saiful Mujani, Peran Wahid 
menjadi bagian dari sub kultur Nahdlatul Ulama 
dan juga anggota elit NU. Sebagai cucu pendiri NU 
dan anak ketua NU yang memimpin dalam waktu 
lama, yaitu Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid 
sendiri terpilih sebagai Ketua PBNU selama tiga 
periode. Selama bertahun-tahun, bahkan sebelum  
terpilih sebagai ketua PBNU, ia menulis secara 
ekstensif tentang Islam dan pemikiran politik 
modern. Gagasan-gagasanya didukung oleh 
banyak elit senior NU seperti Kiai Ahmad Siddiq 
dan Kiai Sahal Mahfudz.31 Akibatnya, generasi 
                                                 
30 Lihat Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, op.cit., h. 51  
31 Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya 
Demokrasi, dan Partisipasi politik di Indonesia Pasca Orde 
Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 65.  
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muda NU mengalami loncatan berfikir yang sangat 
jauh yang melahirkan suatu corak pemikiran Islam 
baru yang disebut postra atau pos-tradisionalis 
Islam. Bagi kalangan pengamat, mereka sering 
disebut sebagai lapisan baru gerakan intelektual 
NU. 
Secara umum, gerakan muda NU bersifat 
plural, terbuka, apresiasi  terhadap hal-hal baru, 
tetap merakyat, dan sosial. Tema umum dari 
pemikiran mereka berkaitan dengan persoalan-
persoalan keagamaan di masyarakat, seperti fiqhi, 
hubungan agama, negara dan masyarakat, serta 
persoalan persoalan keagamaan lainnya. Hal ini 
dimungkinkan karena kajian tradisi meliputi 
semua aspek sosial kemasyarakatan. Salah satu 
perjuangan kelompok ini adalah adanya 
persamaan hak warga negara, sehingga mereka 
mengusulkan pencabutan TAP MPRS No. 
XXV/MPRS/1996, yang menurut mereka secara 
hukum dan politik mengebiri hak rakyat 
dihadapan penguasa.32 
 
Organisasi Islam Fundamental 
 Salah satu aspek yang mempengaruhi 
gerakan keagamaan Majelis Taklim di era 
globalisasi ini adalah corak pemikiran 
fundamentalis Islam. Menurut Imdadun Rahmat, 
warna keberagamaan (Islam) yang ”khas” dalam 
masyarakat Indonesia tengah menghadapi gugatan 
                                                 
32 Akmal Abdullah, Pembaharuan Keislaman dalam 
Perspektif Neo Modernis Islam dan Pos-Tradisionalisme 
Islam di Indonesia: Sebuah Telaah Perbandingan Pemikiran 
(Makassar: Skripsi Fakultas Ushuluddin, 2004)  
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dengan hadirnya gerakan fundamentalisme ini. 
Pemahaman keagamaan mainstream yang dianut 
mayoritas muslim dinilai bukan merupakan 
pemahaman Islam yang benar, karena telah 
mengakomodasi dan berakulturasi dengan budaya 
dan sistem sosial-politik lokal. Mainstream 
keagamaan yang dianut secara mayoritas itu juga 
dianggap berbeda dengan Islam yang ideal. 
Pendeknya menurut gerakan fundamentalis, 
otentisitas Islam di Indonesia hilang, dan oleh 
karenanya perlu purifisme Islam, sistem Islam 
(nizam al-Islam) dan sebagainya.33 
Sebaliknya, gerakan fundamentalis pun 
bukan tradisi asli keberislaman di Indonesia, 
karena Islam-Indonesia bercorak moderat, toleran 
dan sebagainya. Maka darinya, perlu ada 
reinterpretasi terhadap keberislaman lokal apa 
yang kemudian disebut dengan ”Pribumisasi 
Islam”. Islam pribumi menurut mempunyai 
karakteristik seperti kontekstual dalam menafsir 
Islam, menghargai tradisi, progresif dan 
membebaskan, dan sebaliknya muslim-pribumi 
tidak menggunakan cara-cara kekerasan, toleran, 
pluralis dan sebagainya.  
Dalam beberapa asumsi, gerakan 
fundamentalisme ternyata merupakan fenomena 
muslim kota, yang pemahamannya tidak diresapi 
sebagaimana kalangan santri di pedesaan yang 
bergelut hampir setiap hari dengan tradisi 
intelektualitas Islam, sehingga Islam bukan sesuatu 
                                                 
33 Disadur dari Ismatillah A.Nuad, Gerakan 
Fundamentalisme dan Represi Negara (Jakarta: Harian Umum 
Sore Sinar Harapan, Selasa 10 Agustus 2004), h. 1  
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yang unik dan asing. Muslim kota pada dasarnya 
memahami Islam pada batas-batas tertentu dalam 
dataran simbolitas-identitas privat semata. 
Sementara dalam kesehariannya jarang 
bersentuhan secara intens dengan dunia 
intelektualitas Islam, seperti membincang 
persoalan fiqh. Islam muncul ke permukaan di 
wilayah muslim kota setelah wacana-wacana 
religiositas yang ditawarkan lewat dakwah tv. 
Wacana merebak bagi kalangan 
fundamentalis Islam di era globalisasi ini adalah 
Peneguhan Islam dilakukan melalui penolakan 
terhadap Barat. Semangat untuk menegakkan 
Islam tampaknya tidak hanya dimotivasi oleh 
imperatif teologis, tetapi juga didiorong oleh 
perjuangan mendapatkan kembali identitas 
kultural serta historis. Barangkali lantaran itu, 
umat Islam yang tidak menjadi bagian dari 
kejayaan Islam, sepeti Indonesia, tidak begitu 
terobsesi untuk meraih kembali masa keemasan 
Islam tersebut, dan memilih bersikap terbuka serta 
akomodatif terhadap peradaban lain, terutama 
Barat.34  
Hampir semua kasus kekerasan atas nama 
agama menunnjukkan bahwa kemunculan mereka 
senantiasa berhadapan dengan Barat. Hal ini 
menunjukkan bahwa peradaban modern belum 
mampu mengakomodasi kepentingan 
fundamentalisme. Di sisi lain kalangan 
fundamentalis juga kesulitan untuk menerima 
                                                 
34 Tarmizi Tahir, Islam dan Tantangan  Radikalisme 
Global. Jakarta: Republika On-Line  
http://www.republika.co.id.htm 26 Agustus 2005. 
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kecenderungan dan hegemoni global yang 
mengatur hubungan antar bangsa. Bila perbedaan 
ini tidak dijembatani, kekerasan dan ketidakpuasan 
akan terus merebak. Padahal di masa kini dan akan 
datang, pluralisme dan interdependensi antar 
bangsa dan masyarakat merupakan prinsip sosial 
yang tidak bisa ditolak.  
Terjadinya perubahan besar baik di dunia 
Islam maupun persepsi Barat atas dunia Islam 
adalah dampak serangan teroris 11 September 
2001. Pada saat Al-Qaedah dipandang sebagai 
sebuah ideologi ketimbang sebagai sebuah 
organisasi, telaah atas sejauhmana ideologi atau 
pandangan dunia itu menyebar tentunya harus 
juga menjelaskan bagaimana kecenderungan dari 
ancaman teroris di masa depan.35 
Sorotan tajam masyarakat dunia terhadap 
Islam semakin mencuat setelah sejumlah bom 
terjadi di beberapa belahan wilayah Indonesia, 
terutama bom Bali yang menewaskan banyak 
warga Asing. Peristiwa-peristiwa ini semakin 
memperkuat statemen sebelumnya bahwa 
kalangan fundamentalis Islam sangat resisten 
terhadap Barat. Apakah rentetan peristiwa tersebut 
mengindikasikan keterlibatan organisasi-organisasi 
Islam di Indonesia yang dikategorikan sebagai 
fundamental?  
Sampai saat ini belum ada bukti yang kuat 
keterlibatan organisasi-organisasi tersebut dibalik 
                                                 
35 Greg Fealy dan Anthony Bubalo, Joining the 
Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia. 
Diterjemahkan oleh Akh. Muzakki dengan judul “Jejak 
Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia” 
(Bandung: Mizan, 2005), h24  
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peristiwa teror yang terjadi di Indonesia. Namun 
perlu dicatat bahwa fundamentalis Islam memiliki 
pandangan dan gerakan yang berbeda dengan arus 
utama Islam moderat di Indonesia, sepertu NU dan 
Muhammadiyah. Menurut beberapa pakar bahwa 
eksistensi organisasi fundamentalis Islam di 
Indonesia sebagai konsekuensi logis dari pengaruh 
Timur Tengah, terutama Ikhwanul Muslimin. 
Menurut Fealy dan Bubalo, faktor penyebab 
naiknya popularitas Ikhwanul Muslimin di 
Indonesia adalah sikap frustasi sebagian umat 
Islam terhadap rezim Suharto yang mengebiri 
Islam dalam posisinya sebagai kekuatan politik 
independen dan memberikan posisi yang istimewa 
di birokrasi atau dunia bisnis hanya kepada sedikit 
Muslim yang saleh. Disaat yang sama 
beberapapemimpin Muslim yang ditarik dalam 
jajaran birokrasi justru menyesuaikan diri dengan 
retorika sekular sebagai imbalan atas imbalan 
materil yang mereka terima.36 
Ekspresi utama pemikiran Ikhwanul 
Muslimin adalah gerakan Tarbiyah yang mencuat 
pada awal tahun 1980an ketika praktekpenindasan 
Orde Baru terhadap Islam dan politik mahasiswa. 
Rezim Orde Baru melarang organisasi politik 
mahasiswa dan mewajibkan penyelenggara 
perguruan tinggi untuk terus memonitor semua 
aktivitas kampus. Dalam suasana seperti ini, 
mahasiswa Muslim mengadopsi model Ikhwanul 
Muslimin dalam mengorganisasikan diri ke dalam 
kelompok-kelompok kecil yang dinamakan usro 
(keluarga). 
                                                 
36 Lihat ibid., h. 107  
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Saat gerakan Tarbiyah mengonsolidasikan 
diri selama kurun 1990-an, pressure kuat dari dalam 
gerakan itu sendiri agar lebih aktif secara politik. 
Kondisi ini menemukan bentuknya pada awal 1998 
ketika Orde Baru mulai rontok akibat krisis 
monoter. Para aktifis Tarbiyah membentuk 
organisasi mahasiswa KAMMI (Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Muslim Indonesia) pada April 1998. 
Dengan cepat organisasi ini memainkan peran 
besar dalam aksi protes yang mampu 
melengserkan rezim Orde Baru. Menyusul 
lengsernya Soeharto, secara bersama-sama banyak 
pemimpin Tarbiyah mendirikan partai bernama 
Partai Keadilan (PK).37  
Dalam konteks Partai Keadilan, filosofi 
adalah verstehen partai yang dipergunakan untuk 
dapat memahami kenyataan Indonesia pada era 
pasca kekuasaan otoriter. Dari sini lalu lahir 
nomenklatur yang menandai adanya filosofi Partai 
Keadilan, yaitu jati diri partai dan manifesto partai. 
Berdasarkan nomenklatur tersebut kian jelas pula 
bahwa filosofi Partai Keadilan dibentuk 
berdasarkan konsepsi Tarbiyah, pemaknaan 
terhadap syariah Islam, konsepsi negara Islam, 
serta konsepsi tentang khilafah.38 Tema-tema 
pokok inilah yang menjadi fokus diskusi dalam 
penulisan untuk melihat sejaumana pemikiran ini 
mempengaruhi pola keberagamaan Majelis Taklim 
yang ada di Sulawesi Selatan. 
Selain gerakan Tarbiyah kampus, terdapat 
juga organisasi fundamentalis Islam di era 
                                                 
37 Ibid., h. 111  
38 Aay Muhammad Furkon, op.cit., h. 182  
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globalisasi ini yang mengemuka di Indonesia sejak 
lengsernya Orde Baru mewakili sejumlah ormas 
fundamentalis Islam, yaitu Laskar Jihad, Forum 
Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin, Hizbut 
Tahrir dan KISDI. Karakteristik kelompok ini lebih 
didasarkan pada corak keberagamaannya yang 
bersifat integralistik antara Islam dan negara, 
sehingga kelompok ini lebih mengedepankan corak 
legal formal Islam secara total. Isu utama yang 
diperjuangkan adalah tegaknya syariat Islam di 
negara Indonesia. Bagi kalangan Barat, organisasi-
organisasi ini dianggap sebagai organisasi 
fundamentalis Islam karena sebagian dari mereka 
dianggap telah mengembangkan operasi selama 
beberapa tahun terakhir, menghimpun dana, 
melatih milisi, materi da pengalaman melawan 
Barat (khususnya Amerika Serikat), di samping 
memperjuangkan Islam secara radikal.39 
Kemunculan gerakan fundamentalis Islam 
di Indonesia disebabkan oleh dua faktor. Pertama, 
faktor internal dari dalam Islam sendiri. Faktor ini 
dilandasi oleh kondisi internal umat Islam telah 
terjadi penyimpangan norma-norma agama. 
Kehidupan sekular yang sudah merasuk ke dalam 
kehidupan umat Islam dengan segala dampaknya 
mendorong mereka melakukan gerakan-gerakan 
kembali kepada otentitas (fundamental) Islam. 
Sikap ini ditopang oleh pemahaman keagamaan 
yang formalistik, dan kaku dalam 
menginterpretasikan teks-teks agama, literalistik, 
                                                 
39 Khamami Zada, Islam Radikal: Pergumulan 
Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia (Jakarta: 
Teraju, 2002), h. 88 & 93.  
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dan cenderung menolak perubahan sosial. Dalam 
konteks selanjutnya konsep-konsep modern, 
seperti demokrasi, HAM, kesetaraan jender, 
mereka menolaknya.40 
Kedua, faktor eksternal di luar umat Islam, 
baik yang dilakukan rezim penguasa maupun 
hegemoni Barat. Sikap represif rezim penguasa 
terhadap kelompok-kelompok Islam di atas 
sebagaimana yang dilakukan oleh Orde Bru telah 
membangkitkan sikap fundamentalis Islam. Selain 
itu, krisis kepemimpinan yang terjadi pasca Orde 
Baru yang ditunjukkan dengan lemahnya 
penegakan hukum, seperti praktek kemaksiatan 
yang terjadi di masyarakat mendorong gerakan 
Islam bahwa syariat Islam adalah solusi terbaik 
terhadap krisis moral dan spritual yang terjadi. 
Sementara itu, sikap fundamentalis juga terjadi 
dalam bentuk perlawanan terhadap Barat yang 
hegemonik dan terlalu ikut campur di negara-
negara Islam, seperti terjadi di Irak, Libya, Bosnia 
dan Palestina. Umat Islam sudah lama 
diperlakukan tidak adil oleh Barat secara politik, 
ekonomi dan budaya, sehingga harus 
mendeklarasikan perlawanannya terhadap Barat.41 
Selain gerakan fundamentalis Islam di atas, 
ada beberapa gerakan fundamentalis Islam bersifat 
lokal yang mengusung tema yang sama, di 
antaranya Organisasi Wahdah Islamiyah, 
Pesantren Hidayatullah, dan Pesantren Istiqamah. 
Ketiga gerakan tersebut masing-masing memiliki 
majelis sekaligus membina beberapa majelis taklim 
                                                 
40 Ibid., h. 95  
41 Ibid., h. 96  
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di Sulawesi Selatan yang memiliki pandangan 
yang cukub berbeda secara radikal terhadap tema-
tema yang dibahas dalam penulisan ini. 
Organisasi Wahdah Islamiyah misalnya, 
memiliki sejarah panjang yang memiliki 
pandangan fundamental terhadap aspek-aspek 
keagamaan. Figur penting sebagai cikal bakal 
berdirinya  organisasi ini adalah Fathul Muin Dg. 
Magading. Ia memiliki pandangan fundamental 
terhadap ajaran Islam dan sangat strik dalam 
menjalankannya.   Dahlan Yusuf menyatakan 
bahwa Fathul Muin Dg Magading adalah figur 
yang sangat strik dalam menjalankan ajaran Islam. 
Dalam pidato-pidatonya, dia mendukung gerakan 
Darul Islam Abdul Qahhar Mudzakkar, meskipun 
dia bukan anggota Darul Islam. Fathul Muin Dg 
Ma’gading juga sangat aktif dalam mengkader 
generasi muda Muhammadiyah di Ta’mirul Masaji 
Makassar. Selain itu, dia adalah tokoh agama yang 
paling keras menentang kebijakan pemerintah 
yang akan melegalkan judi “lotto”. 
Satu tahun setelah Fathul Muin Dg 
Magading meninggal dunia pada tahun 1987, 
generasi muda Ta’mirul Masaji (kader-kader 
militan Fathul Muin) mendirikan sebuah yayasan 
bernama “Yayasan Fathul Muin”, diambil dari 
nama figur Fathul Muin Dg. Magading. Menurut 
Imaduddin Gulung, Yayasan Fathul Muin 
didirikan satu tahun setelah wafatnya H. Fathul 
Muin Dg. Magading yaitu tahun 1988, sedangkan 
Fathul Muin meninggal pada tahun 1987. Jadi 
Yayasan Fathul Muin didirikan pada tanggal 18 
Juli 1988 dengan akta notaries  No. 20. Tokoh yang 
berjasa sekaligus menjadi ketua umum saat itu 
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adalah H. Muh. Daim Yunta dan sekretarisnya Ir. 
Sahabuddin Rauf. Pada tahun 1998, Yayasan Fathul 
Muin merubah nama menjadi Yayasan Wahdah 
Islamiyah dengan akta notaries No. 059 dengan 
ketua umum Muh. Zaitun Rasmin setelah dia 
kembali menyelesaikan studinya di Timur 
Tengah.42 Saya kira, di sinilah awal Yayasan 
Wahdah Islamiyah menjalin network ke Timur 
Tengah secara intens dan terbuka. 
Menurut H. Bau, bendahara Wahdah 
Islamiyah dari tahun 1993 hingga tahun 2004, 
ketika Muh. Zaitun Rasmin berada di timur 
Tengah, dia mencari jaringan untuk 
mengembangkan Yayasan Fathul Muin. Sebagai 
hasil dari upaya itu, yayasan Fathul Muin 
mendapatkan dana bantuan pembangunan dan 
beasiswa bagi anggota yayasan yang ingin 
melanjutkan pendidikan di Timur Tengah.43 
Pada tanggal 14 April 2002, Wahdah 
Islamiyah berubah nama menjadi Organisasi 
Wahdah Islamiyah, sekaligus perubahan status 
dari yayasan menjadi ormas Islam sebagai hasil 
dari Momentum Musyawarah Besar II. Pertemuan 
tersebut sekaligus menetapkan visi dan misi 
organisasi.44 Visi Organisasi Wahdah Islamiyah 
adalah “Wahdah Islamiyah sebagai ormas Islam 
yang eksis di Sulawesi Selatan dan seluruh ibukota 
                                                 
42 Imaduddin Guhung, “Wahdah Islamiyah dan 
Upaya Penegakan Syariat Islam: Tinjauan Sosial Politik” 
(Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar, 2006), 
h. 21-22  
43 Wawancara dengan H. Bau pada tanggal 12 
Agustus 2004  
44 Lihat www.Wahdah.or.id., 15 Mei 2004  
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propinsi di Indonesia pada tahun 1436/2015 M.” 
Yang dimaksud eksis adalah bahwa Wahdah 
Islamiyah memiliki eksistensi riil dan cukup 
signifikan untuk berperan serta  dan bekerjasama 
dengan masyarakat dan pemerintah demi 
mewujudkan dan melaksanakan program kerjanya. 
Adapun misinya adalah: 1). Menegakkan syiar 
Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang 
benar. 2). Membangun persatuan umat dan 
ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat 
ta’awun (kerjasama) dan tanashuh (saling 
menasehati). 3) Mewujudkan institusi/lembaga 
pendidikan dan ekonomi yang Islami  dan 
berkualitas. 4) Membentuk generasi Islam yang 
terbimbing oleh ajaran agama dan menjadi pelopor 
berbagai bidang untuk kemajuan kehidupan umat 
dan bangsa.45 
Sekarang ini, organisasi Wahdah Islamiyah 
memiliki 14 cabang di 7 provinsi dan di beberapa 
daerah Sulawesi Selatan, seperti Gowa, Takalar, 
Bulukumba, Sinjai, Selayar, Bone, Palopo, Sidrap, 
Enrekang, Kolaka, Gorontalo, Ternate, dan 
Tarakan. Sebagai lembaga resmi, Wahdah 
Islamiyah memiliki dokumentasi resmi sebagai 
surat keterangan dari pemerintah, di antaranya: 1). 
Sk Terdaftar pada Kesatuan Bangsa Makassar 
Nomor: 220/1092-1/KKB/2002 tanggal 26 Agustus 
2002. 2) SK Terdaftar pada Kesbang Sulawesi 
Selatan Nomor: 220/3709-1BKS-SS. 3) Surat Tanda 
Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi 
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informasi dan Komunikasi Pusat Dakwah Islamiyah 
1425/2004), h. 8-9  
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pada Direktorat hubungan Kelembagaan Polisi 
Ditjen Kesbang Departemen Dalam Negeri Nomor: 
148/D.I/IX/2002.46 
Gerakan fundamentalis Islam yang juga 
eksis di Sulawesi Selatan adalah Pesantren 
Hidayatullah yang saat sekarang memiliki 150 
cabang tersebar di seluruh Indonesia. Pesantren 
Hidayatullah Cabang Makassar termasuk salah 
satu cabang yang bernang dibawah Yayasan Al-
Bayan. Eksistensi Pesantren Hidayatullah di 
Makassar mulai dirintis pada tahun 1990 oleh Ir. 
Abd Aziz Qahhar Mudzakkar, Ir. Khaerul Baits, 
dan Ir. Abd Majid. Mereka mendirikan Cabang 
Pesantren Hidayatullah di Makassar atas amanah 
pendiri Pesantren hidayatullah Balikpapan KH. 
Abdullah Said.47  
Yayasan Al-Bayan yang disingkat YAB 
berdiri dengan Akte Notaris No. 46 pada tanggal 
12 Mei 1991. Rencana pembukaan Pondok 
Pesantren Cabang Makassar sebenarnya sudah 
dirintis oleh Ustadz Mahyuddin Toha pada tahun 
1989. Namun ia belum berhasil mewujudkannya. 
Amanah tersebut selanjutnya diserahkan kepada 
Ustadz Karimuddin yang juga belum mampu 
mewujudkannya. Estafet pendirian selanjutnya 
dilimpahkan kepada Ir. Fuad Rumi. Sosialisasi 
awal yang dilakukan oleh Fuad Rumi adalah aktif 
melakukan pengkajian dengan menggunakan 
                                                 
46 Ibid., h. 6  
47 Wahyuni, Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi 
Kasus Pemamfaatan Hasil Zakat di Yayasan Hidayatullah 
Makassar, Jurnal Sulesana, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2007, 
h. 70  
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Sistematika Wahyu yang dipedomani oleh 
Pesantren Hidayatullah. Karena kesibukan Fuad 
Rumi, estafet pendirian dialihkan ke Surahman 
Aziz, SH., dan terakhir dilimpahkan kepada Ir. 
Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar dan teman-
temannya.48 
Sejak perintisan awal di Makassar, Abdul 
Aziz bersama dengan teman-temanya sangat aktif 
melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan, seperti 
mengadakan training Latihan Dasar 
Kepemimpinan (LDK), mengisi pengajian di 
berbagai majelis taklim di Makassar, khususnya di 
wilayah pesantren, mengisi khutbah Jumat di 
berbagai masjid Makassar dan sekitarnya, dan 
aktifitas-aktifitas lainnya. Melalui aktivitas 
tersebut, keberadaan Pesantren Hidayatullah 
Cabang Makassar semakin dikenal luas oleh 
masyarakat. Bahkan secara gradual, banyak 
mansyarakat menyatakan diri sebagai simpatisan 
dan akan bergabung dengan pesantren tersebut. 
Kegiatan Yayasa Al-Bayan (YAB) secara 
nyata dimulai pada tahun 1990 dengan tiga 
kegiatan utama yaitu dakwah, sosial, dan 
pendidikan. Misi utama YAB adalah membina 
masyarakat lewat dakwatul Islam, membina anak 
yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar dan anak 
kurang mampu lainnya. Pembinaan anak kurang 
mampu dilakukan dengan memberikan santunan 
terhadap seluruh kebutuhan sehari-hari dan 
pemberian pendidikan secara gratis. Proses 
pendidikan kepada anak binaan bukan sebatas 
                                                 
48 Profil Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren 
Hidayatullah Makassar, Yayasan Al-Bayan, 2007, h. 1.  
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transformasi ilmu dari guru kepada anak didik, 
melainkan lebih pada nilai akhlaq dan agama.49 
Perhatian masyarakat terhadap aktivitas 
YAB semakin meningkat, membuat rumah 
kontrakan di BTN Tabaria terasa kurang 
representatif untuk mengembangkan aktivitas 
organisasi. Akhirnya, muncullah ide untuk mencari 
lokasi pesantren. Pencarian lokasi ini dilakukan 
dengan upaya keras, sehingga ditemukan sebuah 
tanah di wilayah Tamalanrea, Kecamatan 
Biringkanaya. Lokasi tersebut berjarak sati kilo 
meter dari Universitas Hasanuddin, berada di jalur 
masuk Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP). 
Di awal aktivitas di lokasi baru, dengan dana yang 
sangat terbatas, kerja keras para pembina dan 
santri tidak pernah berhenti. Dana yang 
digunakanpun murni dari masyarakat yang tentu 
saja sangat minim. Akibatnya, pembina dan santri 
hanya tinggal di gubuk selama beberapa tahun.50 
Dinamika pembangunan pesantren yang 
sangat berat merupakan tantangan perjuangan bagi 
pengurus dan santri dalam mewujudkan cita-cita 
mereka. Masyarakat pun semakin simpatik, 
sehingga sejumlah kelompok masyarakat datang 
bersilaturrahmi di pesantren dengan menyalurkan 
dana batuan. Selain penggalangan dana dari 
masyarakat, Yayasan al-Bayan juga mengelola 
berbagai usaha ekonomi produktif sebagai solusi 
dalam penambahan anggaran operasional, di 
antaranya: pertama, penjualan madu al-Bayan. 
Kedua, pendirian CV Karya Futuha dengan 
                                                 
49 Profil Yayasan Al-Bayan, op.cit., h. 2  
50 Ibid., h. 3  
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penjualan komputer. Ketiga, pendirian Koperasi 
Pesantren.51 
Gerakan lokal fundamentalis Islam lainnya 
yang banyak bersentuhan dengan Majelis Taklim 
di Sulawesi selatan adalah Pesantren Istiqamah. 
Pesantren Darul Istiqamah didirikan oleh Kiai 
Ahmad Marzuki Hasan pada tahun 1970 di Dusun 
Maccopa, Desa Sambotara, Kecamatan Mandai, 
Kabupaten Maros. Di atas tanah seluas 0,5 Ha hasil 
wakaf Bupati Maros di Desa itu, pesantren ini 
didirikan tanpa persiapan dana dan guru yang 
memada awal pesantren disebut sebagai fase 
kaderisasi dan pendiri pesantren, K.H. Ahmad 
Marzuki Hasan sebagai pengkader Pertamai. Fase 
ini Pesantren Istiqamah telah membuka beberapa 
cabang. 52  
Fase selanjutnya adalah fase ekspansi yang 
diawali padatahun 1979. Pendiri pesantren 
memutuskan kembali ke daerah kelahirannya dan 
pimpinan diserahkan kepada putra sulungnya 
bernama M. Arif Marzuki. Pada masa 
kepemimpinannya, Arif melakukan ekspansi 
pesantren hampir diseluruh aspek pesantren, di 
antaranya perluasan lahan, kampus, pendidikan, 
dll. Pada tahun 1984 merupakan awal diterimanya 
alumni pesantren Istiqamah di LIPIA (Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab) Jakarta. 
Inilah merupakan  awal interaksi dengan para 
dosen dan ulama Arab, sekaligus bantuan dana 
dari Arab. Dengan kedatangan bantuan Arab, 
terciptalah ekspansi bangunan besar-besaran, 
                                                 
51 Ibid.  
52 Profil Pesantren Darul Istiqamah 2007.  
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terutama di beberapa cabang pesantren. Selama 
kepemimpinan Arif, berbagai kemajuan 
spektakuler menghantar pesantren ini dikenal pada 
tingkat nasional dan di dunia internasional, 
khususnya Saudi Arabia dan Kuwait sebagai 
penyalur dana. 
Fase terakhir adalah fase reformasi. Pada 
tanggal 1 Januari 2004, Arif Marzuki menyerahkan 
tongkat kepemimpinan kepada putranya, yaitu 
Muzakkir M. Arif. Ia menyelesaikan S 1 di LIPIA 
Jakarta,  S 2 di Jamiah Imam Muhammad bin 
Sa’ud, Riyad. Sedangkan S 3-nya sedang 
ditempuhnya di UIN Alauddin Makassar. Sejak 
masa kepemimpinannya, ia banyak melakukan 
pembenahan manajemen pesantren, seperti 
manajemen pusat perkantoran, masjid, pendidikan 
dakwah, cabang-cabang pesantren, ekonomi, dan 
humas.53 Bahkan Pilkada Gubernur Sulawesi 
Selatan kemarin, Mudzakkir memberi dukungan 
calon gubernur kalah, yaitu M. Amin Syam yang 
memakai kendaran Golkar. Fenomena ini sangat 
menarik, karena pada fase kaderisasi dan fase 
ekspansi, Pesantren Istiqamah selalu 
berseberangan dengan pemerintah, khususnya 
Golkar. 
 
C. Majelis Taklim: Potret Gerakan Lembaga 
Keagamaan di Sulawesi Selatan 
 
Dewasa ini kita mengenal banyak 
organisasi dan perkumpulan yang bergerak dalam 
bidang dakwah, pendidikan dan kegiatan sosial 
                                                 
53 Lihat ibid.  
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lainnya. Organisasi-organisasi ini memiliki 
berbagai macam corak dan gaya gerak, demikian 
juga  bermacam-macam taraf, ada yang bertaraf 
internasional, nasional, regional, dan ada pula yang 
bersifat lokal. Organisasi dan perkumpulan 
tersebut  semuanya bertujuan untuk meningkatkan 
kegiatan dakwah dan memajukan dunia 
pendidikan. Hal-hal yang menjadi ruang lingkup 
dari kegiatan organisasi dakwah pada hakikatnya 
adalah juga menjadi tugas pemerintah. Namun 
karena keterbatasan dana dan kemampuan, tidak 
semua rencana pembinaan dan pengembangan 
dapat diilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena 
itu, pemerintah memerlukan keikut-sertaan 
masyarakat dan kerjasama dari berbagai kalangan. 
Banyak sekali ruang lingkup garapan yang dapat 
dilakukan oleh organisasi-organisasi dakwah. 
Salah satu organisasi dakwah yang tumbuh 
dan berkembang di Indonesia, terutama sejak 
masuknya Orde Baru adalah apa yang disebut 
Majelis Taklim. Lahirnya banyak majelis taklim 
terutama di wilayah perkotaan, baik yang 
diprakarsai oleh umat yang membutuhkannya, 
maupun yang terbentuk atas prakarsa tokoh 
agama, lembaga keagamaan maupun tokoh politik, 
menunjukkan betapa pentingnya dakwah dan 
pendidikan keagamaan masyarakat. Berbagai 
kegiatan yang dilaksanakan oleh majelis taklim, 
bukan saja dalam upaya untuk menambah 
pengetahuan masyarakat tentang Islam, tetapi juga 
berperan di dalam meningkatkan wawasan 
keberagamaan masyarakat Lebih dari itu, majelis 
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taklim juga merupakan wadah yang dapat 
membina keakraban di antara sesama jamaahnya.54 
 Eksistensi Majelis Taklim di masyarakat 
bermula dari pengajian ibu-ibu yang diadakan di 
rumah-rumah atau masjid. Pengajian yang 
dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman 
ajaran agama, menyebabkan umat Islam dalam 
kehidupan sehari-hari, masih banyak yang belum 
sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, berbagai 
masalah sosial yang muncul sebagai akibat dari 
arus modernisasi dan globalisasi menimbulkan 
berbagai problema sosial, seperti krisis spritual, 
dekadensi moral, krisis lingkungan dan lain 
sebagainya. 
 Kesadaran akan kurangnya pengetahuan 
agama dimasyarakat memotivasi dibentuknya 
pengajian-pengajian. Pengajian tersebut dinamakan 
Majelis Taklim yang asal katanya dari Bahasa Arab 
yaitu majlisun berarti duduk, tempat duduk, dan 
taklim yaitu Attaklimun berarti belajar, pelajaran 
atau ilmu.55 Jadi Majelis Taklim bisa diartikan 
sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan 
agama. 
 Perkembangan Majelis Taklim pada masa 
Orde Baru di seluruh wilayah Indonesia, 
menginspirasi Tuti Alawiyah untuk mengkordinir 
kelompok-kelompok Majelis Taklim dalam suatu 
                                                 
54 Rosehan Anwar, “Majelis Taklim Ahlu Sunnah 
Wal Jamaah Kotamadya Palembang,” dalam Majelis Taklim 
dan Pembinaan Umat (Editor M Hamdar Arraiyah dan H. 
Rosehan Anwar) (Jakarta: Litbang Agama dan Diklat 
Keagamaan Depag RI, 2002). 
55 A.Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia 
(Yogyakarta: Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 218 & 1038.  
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wadah yang disebut Badan Kontak Majelis Taklim 
(BKMT) yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1981. 
Terbentuknya BKMT dan diangkatnya Tuti 
Alawiyah sebagai ketua umum BKMT pusat, yang 
kemudian berkembang dengan anggota yang 
didominasi oleh kaum perempuan. 
Perkembangangan Taklim didukung oleh 
semangat ibu-ibu yang memiliki dasar organisasi 
keagamaan, seperti Aisyiyah dan Muslimat 
maupun organisasi keagamaan lainnya.56 Oleh 
karena itu, nuansa keagamaan ditubuh Majelis 
Taklim tidak terlepas dari pengaruh organisasi 
keagamaan yang ada sebagaimana yang 
digambarkan sebelumnya, yaitu corak moderat 
dan fundamental, termasuk potret Majelis Taklim 
di Wilayah Sulawesi Selatan. 
 Perkembangan Majelis Taklim yang begitu 
pesat, sehingga hampir setiap masjid, maupun di 
tiap RT dan RW dibentuk Majelis Taklim, sehingga 
berdasar AD BKMT dibentuklah koordinator 
wilayah yang terdiri atas: Korwil I BKMT Sumatera 
Utara, Korwil II BKMT Sumatera Selatan, Korwil 
III BKMT Jawa dan Bali, Korwil IV BKMT 
Kalimantan, dan Korwil V BKMT Sulawesi 
Selatan.57 
 Garis kordinasi Korwil V BKMT Sulawesi 
Selatan adalah meliputi garis kordinasi dengan 
Pengurus Daerah BKMT Kotamadya dan Daerah 
yang kemudian meneruskan garis kordinasi ke 
Pengurus Cabang BKMT Kecamatan, selanjutnya 
diteruskan ke pengurus Kelurahan dan Desa, dan 
                                                 
56 Lihat Dewi Anggariani, op.cit., h. 60.  
57 Ibid., h. 61-62  
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akhirnya ke Majelis Taklim di masjid-masjid atau 
yang ada di wilayah kelurahan dan desa. Dalam 
rangka peningkatan kualitas Majelis Taklim, 
pengurus wilayah BKMT Sulawesi Selatan 
mengadakan pelatihan manajemen pengelolaan 
Majelis Taklim. Kegiatan ini bertujuan 
mengembangkan dan memantapkan kemampuan 
pengurus dalam mengelola Majelis Taklim, yang 
merupakan program bidang organisasi BKMT 
Sulawesi Selatan. 
 Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa 
pola pemahaman keagamaan Majelis Taklim di 
Sulawesi Selatan tidak lepas dari pengaruh corak 
keagamaan yang sudah mapan, baik yang becorak 
moderat maupun yang fundamental. Selain itu 
Majelis Taklim di Sulawesi selatan memiliki peran 
signifikan dalam mentransformasikan nilai-nilai 





















RESPON MAJELIS TAKLIM SULAWESI 




A. Islam Inklusif 
 
Ide tentang Islam inklusif bagi kalangan 
pengurus Majelis Taklim di Sulawesi Selatan 
nampaknya masih baru. Kata inklusif adalah 
antonim dari kata ekslusif, atau dengan kata lain 
istilah Islam Inklusif berlawanan dengan Islam 
ekslusif. Pemikiran inklusivisme dapat pula 
disebut sebagai pemikiran yang berorientasi pada 
aspek kerukunan keagamaan, baik dalam suatu 
agama tertentu maupun agama lainnya. Tema 
sentral dari para pemikir inklusifisme adalah 
pengembangan faham dan kehidupan keagamaan 
yang inklusif, toleran, dan respek terhadap 
pluralisme keagamaan, sehingga para pengamat 
berbagai aliran keagamaan dapat hidup secara 
berdampingan (peaceful co-existence). Tokoh-
tokohnya seperti Mukti Ali, Abdurrahman Wahid, 
Johan Efendi, dan Alwi Syihab.58  
Abd. Muhit, Pengurus dan Muballig Majelis 
Taklim Abubakar, mengakui adanya perbedaan 
pandangan, penafsiran dalam ajaran Islam dan itu 
                                                 
 
 58 Lihat Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di 
Indonesia: Pengalaman Islam, (Cet.I; Jakarta: Paramadina, 
1999., h. 53  
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suatu keniscayaan. Di Kabupaten Maros sendiri ia 
mengakui banyak aliran dengan berbagai ragam 
pemahaman tentang Islam. Dalam pandangan 
Abd. Muhit, perbedaan pandangan ini akan 
teratasi dengan cara kembali kepada dua sumber 
ajaran Islam yaitu Alquran dan hadis.59  
Sementara itu, Ustaz La Ode Ismail Ahmad 
memandang Islam inklusif ini sebagai upaya 
mengimbangi Islam ekslusif. Menurutnya, Islam 
inklusif ini bersifat positif karena sikap panatisme 
yang berlebihan akan berimplikasi buruk pada 
pencitraan Islam di dunia Internasional. Hal ini 
bertentangan dengan Islam ekslusif yang memberi 
kesan tertutup, sulit diajak berdialog, merasa benar 
sendiri merupakan sikap beragama yang tidak lagi 
sejalan dengan kehidupan global. Sebaliknya yang 
dibutuhkan saat ini adalah sikap keterbukaan, 
meskipun tidak berarti mengaburkan batas yang 
                                                 
59 Wawancara dengan Abdul Muhit. Abdul Muhit 
adalah pengurus dan Muballig di Majelis Taklim Abubakar 
Kabupaten Maros. Majelis Taklim ini dipimpin oleh Drs. Abd 
Hafid Amri. Kecenderungan Majelis Taklim ini agak 
fundamental dalam aspek teologis karena pandangan dan 
gerakan  keagamaannya yang sangat puritan. Figur pemimpin 
Majelis Taklim ini disamping ketua Majelis Taklim Abubakar, 
ia juga pengurus Pesantren Istiqamah, dan pengurus Partai 
PKS. Majelis Taklim ini memiliki keunikan disbanding MT 
lainnya di Sulawesi Selatan, karena transformasi keagamaan 
yang diterapkan bukan system pengajian, melainkan 
pengkajian intensif dengan jumlah peserta 20 orang tiap 
angkatan yang berlangsung secara kontinyu selama satu tahun 
untuk pemahaman Islam dasar dan dilanjutkan kajian 
komprehensif pada tahun kedua. Setelah selesai, para peserta 
kembali ke kampung masing-masing mendirikan Majelis 
Taklim untuk mentransformasikan ilmunya. 
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jelas antara Islam dengan agama lain. Melalui 
keterbukaan ini diharapkan mampu mereduksi 
persoalan-persoalan yang sering terjadi akibat 
tidak adanya dialog.60 
Misrawati Malik, muballighat di Majelis 
Taklim yang berafliasi Muhammadiyah dan 
mengabdi di Pesantren Ummul Mu’minin, 
mengakui bahwa masyarak Indonesia adalah 
masyarakat pluralis yang terdiri berbagai etnis, 
suku dan agama. Islam inklusif adalah mengakui 
pluralitas tadi dengan saling hormat-menghormati 
dan bekerjasama dalam batas-batas tertentu. Yang 
penting adalah batas yang dimaksudkan masih 
dalam bingkai Islam. Ada kecendrungan, beberapa 
kalangan Islam inklusif mengarah pada pandangan 
sekularistik. Padahal ajaran Islam adalah ajaran 
Rahmatan Lilalamin. Karenanya kita tidak boleh 
sekular dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. 
Jaringan Islam Liberal (JIL) misalnya, terlalu bebas 
dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran 
sehingga terkesan meninggalkan ajaran Islam 
sebenarnya. Islam inklusif bisa diakomodir melalui 
dakwah kultural, yaitu ummatan wasatan.61 
 
B. Toleransi 
Di Indonesia terdapat berbagai macam 
perbedaan dan kemajemukan dalam 
                                                 
60 Wawancara dengan La ode Ismail Ahmad. Ia 
adalah pengurus/muballig Majelis Taklim Tonasa II 
Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Berbeda dengan Majelis 
Taklim sebelumnya, La Ode memiliki pandangan yang sangat 
moderat dan inklusif, dan ide-ide pemikirannya cukup 
mewarnai warga Majelis Taklim dan sekitarnya.  
61 Wawancara dengan Misrawati Malik.  
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keberagamaan, intra umat dan antar umat 
beragama. Dalam inra-umat, terdapat berbagai 
paham yang terkadang seperti tampak 
bertentangan, sedangkan antar-umat, perbedaan 
dengan Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan 
Konghucu – dalam perspektif agama-agama resmi 
di Indonesia. Yang ingin ditegaskan dan 
dipahamkan, walaupun terdapat perbedaan dan 
kemajemukan di atas, harus diposisikan bukanlah 
menjadi dasar untuk membangun konflik dan 
perpecahan. Melainkan kemajemukan dan 
perbedaan itu merupakan sunnah dari Allah SWT. 
Pemerintah Indonesia berupaya merumuskan 
kebijakan dibidang keagamaan yang diarahkan 
kepada dua hal. Pertama, menjamin kebebasan 
beragama (religious freedom) dalam konteks 
masyarakat plural Indonesia. Kedua, membangun 
toleransi antarumat beragama (religious tolerance).. 
Kebijakan kebebasan dan toleransi beragama di 
Indonesia selalu dibayang-bayangi kecurigaan 
antarkelompok umat beragama, khususnya Islam 
Kristen. Dalam hal ini, konsep-konsep tentang 
relasi ideal antarumat beragama di Indonesia 
seperti agreement in disagreement atau peaceful 
coexistence tampil sebagai rujukan tentang ke arah 
mana pembangunan kerukunan antarumat 
beragama diarahkan.62 
Konsep-konsep tersebut memiliki kelebihan 
di samping kelemahan. Kelebihannya, konsep-
konsep tersebut telah meletakkan agama sebagai 
institusi sosial yang memiliki klaim kebenaran 
                                                 
62Tim PPIM UIN Jakarta, Modul Pengembangan 
Majelis Taklim di Indonesia (Jakarta: PPIM UIN, 2007), h. 33.  
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(truth claim) dan cenderung mempertahankan dan 
meyebarluaskan klaim kebenaran tersebut. 
Kelemahannya, konsep-konsep tersebut 
mengandaikan dua hal, yaitu negara ditempatkan 
sebagai faktor yang sangat penting dalam menjaga 
kerukunan antarumat beragama dan kerukunan 
hidup antarumat beragama dilihat sebagai suatu 
yang statis.63 
Diakui para ahli ilmu sosial bahwa faktor-
faktor di luar agama mempengaruhi relasi antar-
umat beragama. Konflik agama kadang-kadang 
merupakan variabel dependen dari variabel-
variabel independen di luar agama. Variabel 
politik, sosial-ekonomi, dan etnis muncul sebagai 
pemicu ledakan sentimen keagamaan berujung 
konflik. Pemerintah sendiri telah mengantisipasi 
dengan mendorong berdirinya forum-forum 
komunikasi antar-umat beragama. Forum ini 
diharapkan dapat mengantisipasi masuknya 
faktor-faktor di luar agama ke dalam relasi 
antarumat beragama, meskipun efektifitasnya 
masih diperlukan proses pembudayaan lebih 
lanjut. 
Yang jelas, toleransi merujuk pada perilaku 
sosial yang merupakan respon dari keragaman, 
bahkan konflik, dalam masyarakat. Dalam 
pengertian seperti itu, toleransi merupakan elemen 
penting dalam menciptakan masyarakat yang 
berkeadaban (civic culture). Sikap tolerasi juga 
sangat dibutuhkan dalam menciptakan masyarakat 
demokratis. Seperti diketahui, masyarakat 
demokratis dibangun di atas perbedaan 
                                                 
63 Lihat ibid.  
 58 
kepentingan di antara warga negara yang 
mengedepankan sikap toleran. Dengan posisi 
demikian, sikap toleran merupakan pilar penting 
dalam membangun masyarakat yang beradap dan 
demokratis. 
Dalam pandangan Kamaruddin Hidayat, 
toleransi pada dasarnya mengandung makna 
positif, yaitu sikap menghargai perbedaan. Akan 
tetapi, toleransi terkadang cenderung committed, 
artinya cenderung lemah komitmennya dengan 
membiarkan sesuatu dengan mudah, atau dengan 
kata lain bersikap permisif. Toleransi yang 
memiliki makna menghargai terhadap yang lain, 
jangan sampai terjatuh dalam pada sikap permisif. 
Jadi makna toleransi sesungguhnya adalah 
kesiapan menerima perbedaan atas yang lain. 
Dalam pandangan Komaruddin, saat ini yang 
diperlukan adalah bukan toleransi, tetapi 
kolaborasi, kooperasi dan kerjasama.64 
Bagaimana sikap Majelis Taklim terhadap 
toleransi dalam konteks keindonesiaan di era 
globalisasi ini? Abd. Muhit Menjelaskan bahwa 
agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, 
namun diakui keberadaan agama lain seperti, 
Kristen, Hindu, dan Budha. Jalinan interaksi ini 
hanya dalam batas-batas keduniaan, misalnya 
berdagang. Interaksi umat Islam dengan agama 
lain hanya dalam batas-batas interaksi sosial, 
                                                 
64 Komaruddin Hidayat, Negara Tidak Kuat Bila 
Toleransi Tanpa Hukum (Buletin Islam & Good Governance, 
edisi ke-18, Agustus 2007), h. 7.  
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sementara aspek-aspek ritual tidak boleh 
dicampuradukkan.65  
Rabiah Lamming mengakui bahwa di era 
globalisasi ini toleransi sering bermasalah, 
termasuk bertetangga dengan penganut agama lain 
dengan damai. Apa salahnya kita memelihara 
hubungan sosial sepanjang bukan 
mencampuradukkan dengan akidah. Demikian 
pula dengan mereka yang mempunyai faham yang 
berbeda dengan ajaran Islam. Ahmadiyah dan 
Syiah misalnya, kita biarkan meraka 
mengekspresikan ajarannya, sepanjang tidak 
mengganggu aspek sosial umat Islam. Begitu juga 
sikap umat Islam tidak boleh menutup diri dengan 
agama lain, terutama dalam pergaulan atau 
bertetangga.66 
 Dalam sudut pandang ajaran Islam, La Ode 
Ismail mengakui bahwa Islam harus ditampilkan 
dengan wajah yang toleran karena dengan cara itu 
ajaran Islam tidak disalahpahami oleh pemeluknya 
sendiri. Bagi Laode, umat Islam yang tidak toleran 
adalah umat yang salah paham terhadap 
agamanya, karena sikap toleransi merupakan 
ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah 
saw., baik secara internal maupun eksternal.67 
 Berdasarkan data kuantitatif, kami juga 
menemukan sikap para pengurus Majelis Taklim di 
Sulawesi Selatan cukup toleran. Pertanyaan 
pertama adalah ”apakah Bapak/Ibu keberatan 
bertenagga dengan golongan lain (seperti NU, 
                                                 
65 Wawancara dengan Abd. Muhit.  
66 Wawancara dengan Rabiah Lamming.  
67 Wawancara dengan La ode Islail Ahmad.  
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Muhammadiyah, Persis, dll) yang tidak sepaham 
dengan bapak? Dari 30 responden, 66,66 % yang 
menjawab tidak keberatan, menyusul 30 % 
menjawab sangat tidak keberatan. Selebihnya 
adalah 6,66 % menjawab tidak punya sikap. 
Pertanyaan selanjutnya adalah ”apakah Bapak/Ibu 
keberatan bertetangga dengan orang yang berbeda 
agama? Dari 30 responden, 80 % yang menjawab 
tidak keberatan, menyusul yang menjawab sangat 
tidak keberatan sebesar 13 %. Sementara itu, 
responden yang menjawab sangat keberatan, 
keberatan, dan dan yang tidak punya sikap cukup 
berimbang dengan prosentasi terkecil, yaitu 
masing-masing hanya 3,33 %.  
Dengan melihat fenomena di atas, 
dibutuhkan sebuah upaya menuju toleransi antar 
umat beragama dengan terlebih dahulu 
membangun kehidupan yang toleran intern umat 
beragama. Dalam kerangka ini, di lingkungan 
umat Islam tidak boleh memandang satu sama lain 
dalam pola-pola absolutistik. Selanjutnya diperluas 
sikap tersebut ke golongan-golongan atau agama-
agama lain, bahwa mereka berhak untuk hidup 




Pluralisme merupakan wacana mutaakhir 
dalam lingkungan pembahasan teologi Islam, 
meskipun dalam wilayah teologi di luar Islam awal 
sudah terjadi sejak  abad ke-20,  oleh teolog-teolog 
dari gereja reformasi dan aliran teologi 
pembebasan. Teologi Kristen melakukan gerakan 
reformasi, bahkan gugatan atas paham teologi 
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klasik yang dianggap tidak lagi memadai. Teologi 
membutuhkan tafsir ulang, dan kontekstualisasi, 
demikian kira-kira pikiran para pembaharu di 
lingkungan teologi Kristen. 
Dalam konteks pluralisme agama, kita akan 
menemukan pandangan tentang pluralisme yang 
beragama. Pluralisme secara konseptual sering 
dibedakan menjadi tiga. Pertama, pluralisme aktual 
(actual plurality), yaitu sebuah keyakinan bahwa 
keragaman merupakan suatu yang tidak mungkin 
ditolak kehadirannya. Kedua, pluralisme yang 
berkonotasi politik, sehingga pengertiannya sering 
dikacaukan dengan pengertian sekularisme. 
Ketiga, pluralisme menunjuk pada suatu 
pengertian dalam teori agama bahwa agama pada 
dasarnya merupakan jalan suatu tujuan.68 
Bagaimana pandangan Al-Quran 
memandang pluralisme agama? Secara eksplisit, 
Al-Quran menegaskan bahwa Islam adalah 
penerus agama (millah) Ibrahim (Q.S. 6:161). 
Konsekuensinya, Islam tidak hanya mempunyai 
keterkaitan sejarah, tetapi juga titik temu (adanya 
common flatform) dengan agama Yahudi dan 
Kristiani yang berasal dari leluhur yang sama, yatu 
millah Ibrahim, meskipun Islam memberi landasan 
teologis bagi para pemeluknya untuk menerima 
pluralisme, yaitu konsep keberagamaan mengenai 
eksistensi agama-agama lain, dan perlunya 
                                                 
68 Suly Qadir, op.cit., h. 163.  
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mengadakan hubungan baik dengan para 
pemeluknya.69 
Menurut Budhy Munawar Rachman, 
pemikiran pluralisme dalam Islam bisa 
diungkapkan bahwa pluralisme sesungguhnya 
adalah sebuah aturan Allah (sunat-ul-Lah) yang 
tidak akan berubah, sehingga tidak dilawan atau 
diingkari. Islam adalah agama yang kitap sucinya 
dengan tegas mengakui hak-hak agama lain. 
Pengakuan akan hak agama-agama lain itu dengan 
sendirinya merupakan dasar paham sosial budaya 
dan agama, sebagai ketetapan Tuhan yang tidak 
berubah-ubah (Q.S. 5:44-50). Kesadaran tentang 
kontinuitas agama juga ditegaskan dalam Al-
Quran di berbagai tempat yang disertai perintah 
agar kaum Muslimin berpegang teguh pada ajaran 
kontinuitas itu dengan beriman kepada semua 
Nabi  dan Rasul tanpa kecuali dan tanpa 
membedakan antara mereka, baik yang disebutkan 
dalam Kitab Suci maupun yang tidak disebutkan 
(Q.S. 2:136, 4:163-165, dan 45: 16-17). Oleh karena 
itu, tidak saja agama tidak boleh dipaksakan (Q.S. 
2:256 dan Q.S. 10: 99). Bahkan Al-Quran juga 
mengisyaratkan bahwa para penganut berbagai 
agama, asalkan percaya kepada Tuhan dan Hari 
Kemudian serta berbuat baik, semuanya akan 
selamat (Q.S. 2: 62, dan 5:16).70  
                                                 
69 Lihat Mun’im A. Sirri, Fikh Lintas Agama: 
Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (Jakarta: 
Paramadina, 2003), h. 17.  
70 Budi Munawar Rachman, Argumen Islam Untuk 
Civic Values (Makalah disampaikan pada TOT Pemberdayaan 
Pesantren dan Majelis Taklim, Hotel Delta Makassar 30 
Nopember – 03 Desember 2007), h. 14  
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Umat Islam Indonesia menghadapi fenomena 
pluralitas agama. Tuhan membuat keragaman 
umat beragama dalam pandangan dan praktek 
keagamaannnya. Pluralitas merupakan conditio sine 
que non dalam menciptakan mahluk. Pluralitas 
berfungsi sebagai pendorong untuk saling 
berkompetisi dalam melakukan kebaikan, 
berlomba menciptakan prestasi dan sebagai 
motivator yang memberikan tuntunan bagi 
perjalanan bangsa-bangsa pemilik peradaban 
dalam mencapai kemajuan tertinggi. Pluralisme 
dapat dijabarkan sebagai pengakuan dan 
penerimaan, bukan sekedar toleransi atas 
keberadaan dan keragaman, baik antara sesama 
maupun bagi penganut agama lain. Dalam konteks  
agama berarti penerimaan perbedaan cara 
menghadapi dorongan, baik yang terlihat maupun 
yang tidak, yang ada dalam diri manusia 
mengarah ke arah yang transenden71 
Konsep pluralisme agama ini memang 
menjadi hal yang cukup kontraversial di kalangan 
intelektual Islam. Bagaimana Majelis Taklim 
memahami konsep ini? La Ode Ismail 
membedakan konsep pluralisme dan pluralitas. 
Menurutnya, istilah pluralitas sangat tepat 
digunakan untuk menggambarkan keragaman 
sunnatullah, sementara pluralisme adalah istilah 
yang cenderung mengaburkan batas-batas 
perbedaan bahwa pengakuan atas perbedaan harus 
                                                 
71 Lihat Muhammad Chirzin, “Jihad fi Sabilillah 
dalam Konteks Kekinian,” dalam Islam dan Realitas Sosial di 
Mata Intelektual Muslim Indonesia (Jakarta: Edu Indonesia 
Sinergi, 2005), h. 146 
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mengikutkan pengakuan atas kebenaran yang 
setara antara perbedaan tersebut. Hal ini yang 
kurang mendapat tempat di hati sebagian umat 
Islam. Berbeda dengan istilah pluralitas yang 
mengakui keragaman tetapi persoalan nilai 
kebenaran dari suatu ragam (bisa berarti agama, 
ras, suku dan budaya), merupakan problem yang 
terpisah.72 
Sementara itu, Rabiah Lamming memahami 
pluralisme agama sebagai sebuah faham 
pembenaran semua agama. Menurutnya, semua 
agama benar menurut penganut agama masing-
masing, tetapi itu belum tentu benar bagi orang 
lain. Menurut keyakinannya, Islam adalah agama 
yang paling benar, dan bagi yang beragama Kristen 
silahkan jalani kalau itu dianggap benar. Kita harus 
memakai satu baju, karena itu identitas kita. Ia 
mencontohkan baju putih yang ia pakai adalah 
benar, dan baju merah yang dipakai oleh orang lain 
mungkin ada benarnya. Jadi silahkan masing-
masing jalan sesuai dengan baju masing-masing.73 
Agak berbeda dengan sudut pandang 
Lamming, Misrawati pada dasarnya setuju dengan 
konsep pluralisme, karena masyarakat bangsa 
Indonesia adalah sangat majemuk. Masyarakat 
Indonesia terdiri atas berbagai agama, mazhab, dan 
lain-lain. Yang perlu digarisbawahi adalah 
pemahaman atas konsep plural ini tetap kembali 
kepada sumber ajaran Islam yaitu Alquran. Dalam 
surah Al-Hujurat ayat 13, manusia itu diciptakan 
dengan berbagai bangsa dan suku bangsa untuk 
                                                 
72 Wawancara dengan La ode Ismail Ahmad.  
73 Wawancara dengan Rabiah Lamming.  
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saling kenal-mengenal. Oleh karena itu, yang 
penting dari konsep pluralis ini adalah tidak ada 
pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak 
sikap keberagamaan kita. 
Dari data kuantitatif yang diperoleh, 
nampaknya ada perimbangan antara yang setuju 
dengan yang tidak setuju terhadap klaim 
pembenaran semua agama. Pertanyaannya adalah, 
”Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 
pendapat bahwa semua agama adalah benar 
karena sama-sama mengajarkan kebenaran?” 
Jawaban para responden cukup mengejutkan, 
karena prosentasi yang setuju cukup tinggi, yaitu 
sekitar 33,33 %, sementara yang tidak setuju 30 %. 
Responden yang menjawab sangat tidak setuju 
sekitar 14 %, sedangkan yang menjawab sangat 
setuju hanya 4 %. Selebihnya adalah responden 
yang tidak punya sikap, sekitar 18 %.  
Dari analisis di atas, nampaknya ada 
perimbangan pemahaman keagamaan para 
pengurus Majelis Taklim antara yang moderat dan 
fundamental. Namun yang terpenting adalah 
dibutuhkan kerja sama inter dan antar umat 
beragama menuntut kejujuran dari masing-masing 
pihak. Ada kesejajaran antara keislaman dan 
keindonesiaan, dimana nilai-nilai keislaman 
(Islamic avlues) dengan nilai-nilai keindonesiaan 




Konsep jihad merupakan wacana yang 
menjadi sorotan di dunia international, sebab 
kadangkala terkait dengan semangat 
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mengorbankan jiwa untuk kepentingan Islam. 
Tidak sedikit khalayak yang keliru 
menginterpretasikan konsep jihad, termasuk di 
kalangan umat Islam itu sendiri. Akibatnya, 
terdapat sejumlah umat Islam yang melakukan 
tindakan teror dengan melakukan bom bunuh diri 
di tempat penting yang dianggap sebagai pusat 
kemaksiatan. Dalam kenyataannya, yang menjadi 
korban bukan hanya yang mereka anggap sebagai 
musuh Islam, tetapi juga kalangan umat Islam 
yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian.  
Tindakan seperti ini pada dasarnya adalah 
tindakan teroris, bukan tindakan jihad. Dalam 
fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
menyatakan bahwa secara konseptual akar 
terorisme  adalah hirabat. Konsep jihad tidak sama 
dengan konsep hirabat, sebab terorisme 
menciptakan kriminal.74 Jaih Mubarak 
mengemukakan karakteristik terorisme atau hirabat 
sebagai berikut: 1) Melakukan tindakan kriminal 
yang terencana. 2) Memiliki karakter trans-nasional 
dan menghasilkan kriminal yang luar biasa. 3) 
Tidak memisahkan atau memilih target yang 
dianggap sebagai musuh.75  
Lebih lanjut MUI mengidentifikasi 
perbedaan antara terorisme dan jihad. Terorisme 
bersifat merusak (ifsah), tujuannya menciptakan 
                                                 
74 A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi 
Kejahatan dalam Islam (Jakarta: P.T. Grafindo Persada, 
1996), h. 86. 
75 Jaih Mubarak, “Fatwah On Political Protests in 
Indonesia,” (Paper Annual Conference Postgraduate Programs 
State IAINs and UINs , Comfort Hotel Makassar, 25-27 
November 2005), h. 6  
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rasa takut atau menghancurkan pihak lain, dan 
dilakukan tanpa aturan. Hukum melakukan 
terorisme adalah haram, baik yang dilakukan 
secara perorangan, kelompok, atau negara. 
Sementara jihad bersifat melakukan perbaikan 
(islah) meskipun dilakukan secara peperangan, 
tujuannya menegakkan agama Allah atau membela 
pihak-pihak yang dizalimi, dan melakukan aturan 
yang telah ditetapkan oleh syariah. Hukum 
melakukan jihad dalam fatwah MUI adalah wajib. 
Kaswad Sartono menjelaskan bahwa istilah 
jihad disebut dalam Al-Quran sebanyak 41 kali 
dengan berbagai bentuknya. Secara bahasa istilah 
jihad berasal dari kata “jahada-yujahidu-jihad wa 
mujahadah” yang berarti kesungguhan dan 
keseriusan. Kata-kata jihad dalam Al-Quran 
sebagian besar mengandung pengertian umum 
yaitu upaya serius yang mencakup segala bentuk 
kegiatan  dalam rangka mendekatkan diri kepada 
Allah baik melalui ibadah ritual maupun sosial, 
dakwah islamiyah, dan amar ma’ruf nahi 
mungkar.76 
Lebih lanjut Sartono menjelaskan bahwa 
dalam konteks atualisasi kehidupan keagamaan, 
jihad mengandung makna: 1) Jihad dalam bentuk 
itsbatu wujadilah yaitu perjuangan untuk 
menegaskan eksistensi Allah SWT dengan segala 
konsekwensinya di bumi ini, misalnya azan, takbir, 
tahlil,dan tahmid. 2) Jihad dalam bentuk iqamah 
syariatillah, yaitu menegakkan aturan dan syariah 
Allah seperti shalat, zakat, haji, puasa, supremasi 
                                                 
76 Kaswad Sartono, Penelurusan Makna Jihad, 
Harian Fajar: Sabtu 3 Desember 2005  
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hukum, dan nilai-nilai universalitas lainnya yang 
mengandung makna kejujuran, kebenaran dan 
keadilan. 3) Jihad dalam bentuk qital yaitu 
perjuangan dijalan Allah melalui perang melawan 
komunitas manusia yang memusuhi umat Islam 
dan kepentingannya telah mempertimbangkan 
aturan yang ditetapkan Tuhan dan argumen 
kemaslahatan umat manusia. 4) Jihad dalam 
bentuk perjuangan menghindari kemudharatan 
secara struktural melalui upaya mencukupi 
kebutuhan dan kepentingan pokok rakyat, 
misalnya pangan, papan, sandang yang menjadi 
tanggungan pemerintah baik terhadap kaum 
Muslimin maupun terhadap non-Muslim yang 
tidak menampakkan sikap permusuhan.77  
Menurut Ustaz Abd. Muhit, Majelis Taklim 
Abubakar Maros, Jihad itu sangat luas 
cakupannya. Angkat senjata adalah hanya bagian 
kecil dari jihad. Konsep jihad ini jangkauanya 
sangat luas mencakup hal yang kecil-kecil. Bahkan 
memerangi hawa nafsu (jihadunnafs) merupakan 
bagian penting dari jihad, termasuk jihad melawan 
korupsi yang banyak melanda negara kita.78 
La Ode Ismail Ahmad, Majelis Taklim 
Tonasa II Pangkep, memandang konsep jihad 
memiliki dua pengertian, yaitu jihad perang dan 
jihad kesunguhan yang keduanya termaktup 
dalam Al-Quran. Jihad perang merupakan jihad 
temporal, yaitu harus memenuhi ketentuan 
tertentu baru bisa dilaksanakan. Konsep kedua 
adalah jihad eternal, yaitu kesungguhan dalam arti 
                                                 
77 Ibid.  
78 Wawancara dengan Abd. Muhit.  
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ketulusan dan kegigihan dalam memperjuangkan 
nilai-nilai kebaikan. Misalnya, melawan hasrat 
syahwat, hasrat korupsi, dan kejahatan lainnya. 
Dengan demikian, jihad perang memang ada, 
tetapi yang lebih krusial adalah mengedepankan 
jihad konsep kedua, dengan mempertimbangkan 
kondisi bangsa Indonesia membutuhkan 
kesungguhan dalam memperjuangkan kehidupan 
berbangsa yang adil, aman, sejahtera.79 
Sementara itu, Rabiah lamming, Majelis 
Taklim Permata Mujahidin Wajo, memandang 
maraknya aksi bom bunuh diri dalam dekade 
terakhir ini dengan mengatasnamakan jihad fi 
sabilillah. Menurutnya, aksi seperti ini tidak 
termasuk dalam kategori jihad, malahan keluar 
dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Islam justru 
mengajarkan kedamaian dan anti kekerasan. Selain 
itu, tindakan bom bunuh diri bertentangan dengan 
ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila dan 
UUD 1945.80 
Selain data kualitatif di atas, data kuantitatif 
juga menarik untuk disimak berkaitan dengan 
pemahaman Majelis Taklim di Sulawesi Selatan 
terhadap konsep jihad. Pertanyaannya adalah 
”Apakah Bapak/Ibu setuju dengan usaha 
sekelompok orang untuk mengirim mujahid untuk 
melakukan jihad ke Libanon seperti terjadi akhir-
akhir ini? Jawaban responden di sini sangat 
menarik sebab ada perimbangan antara yang setuju 
dan tidak setuju, yaitu masing-masing 36,66 %. 
                                                 
79 Wawancara dengan La ode Ismail Ahmad.  
80 Wawancara dengan Rabiah Lamming.  
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Sementara itu, responden yang tidak punya sikap 
sebesar 20 %.  
Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan 
aksi jihad adalah ”Apakah Bapak/Ibu setuju 
dengan aksi jihad dengan kekerasan seperti yang 
dilakukan oleh Amrosi dan kawan-kawan?” Dari 
30 responden, prosentasi tertinggi adalah 
responden yang menjawab tidak setuju, yaitu 
mencapai 66,66 %, menyusul yang tidak punya 
sikap, yaitu 13,33 %. Responden yang menjawab 
sangat tidak setuju mencapai 10 %, sedangkan 
yang menjawab setuju adalah hanya 6,66 %. 
Prosentasi terkecil adalah responden yang 




Banyak ahli terkemukan memandang bahwa 
Islam dan demokrasi saling bertentangan. Klaim 
inididasarkan atas pengamatan mereka terhadap 
sejarah Islam dari periode awal sekitar 15 abad lalu 
sampai sekarang. Dalam sejarah Islam yang 
panjang tersebut, dibandingkan dengan sejarah 
agama lain, secara umum demokrasi memang 
tidak tumbuh. Dikatakan bahwa Islam adalah 
biang keladi penyebab persoalan ini, karena Islam 
mempunyai falsafah politik yang unik 
bertentangan dengan demokrasi. 
Saiful Mujani mengatakan bahwa terjadinya 
pemisahan antara wilayah agama dan wilayah 
politik, atau pemisahan antara agama dan negara, 
yang menjadi bagian esensial dari demokrasi 
modern, bukan merupakan karakteristik 
masyarakat Muslim. Karena itu, Islam tidak 
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mendukung sekularisasi politik dan demokrasi. 
Jika pengamatan terhadap masyarakat Muslim 
dibatasi pada pemikiran politik, partai, dan 
gerakan Islam kontemporer, dapat ditunjukkan 
bahwa penilaian negatif tentang hubungan antara 
Islam dan demokrasi akurat hanya menyangkut 
satu varian Islam. Namun demikian, analisis kritis 
tersebut didasarkan atas pengamatan para ahli 
masa lalu, dan bukan pada situasi sekarang. 
Memang benar bahwa masa lalu membentuk 
masyarakat dan politik kaum Muslim 
kontemporer, tetapi tidak membentuk masyarakat 
Muslim secara menyeluruh. Sejarah kaum Muslim 
kontemporer dibentuk oleh banyak faktor yang 
saling berhubungan secara kompleks, terutama di 
dalamnya kreativitas pimpinan dan kelompok 
Muslim dalam menafsirkan masa lalu mereka.81  
Permasalahan ini menjadi suatu perdebatan 
panjang di kalangan publik dan intelektual di 
Indonesia hampir sepanjang 1980-an dan 1990-an. 
Majalah, surat kabar, seminar, pertemuan publik, 
dan perbincangan di televisi hampir secara terus-
menerus mengulas topik-topik seperti demokrasi 
dan UUD 1945, demokrasi dan budaya Indonesia, 
serta demokrasi dan globalisasi.  
Ustas Abdul Rahim, pengurus Pesantren 
Istiqamah dan Pembina Majelis Taklim di 
Pesanren, mengatakan bahwa konsep demokrasi 
tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya 
saja, dalam pemilihan umum, memilih calon 
pemimpin harus didasarkan pada ajaran Islam 
bukan berdasar suara terbanyak. Demokrasi dalam 
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Islam adalah mengangkat pimpinan sebagaimana 
dicontohkan oleh Rasulullah dengan menunjuk 
langsung calon khalifah yang menggantikan beliau. 
Inti konsep demokrasi Islam adalah kejujuran. 
Sikap jujur sangat dijunjung tinggi dalam 
berdemokrasi di era globalisasi ini. Sekarang, siapa 
yang memiliki uang banyak itu yang punya 
peluang besar menjadi pemimpin, meskipun 
bertentangan dengan hati nurani. Akibat yang 
ditimbulkan adalah kecurigaan dan kesusahan, 
bukan kebahagiaan, karena model pemilihan 
sekarang bukan berdasar Islam. Realitas yang 
dihadapi oleh bangsa ini adalah cobaan bertubi-
tubi. Jika jujur, maka calon pemimpin tidak perlu 
berkampanye dengan mengeluarkan anggaran 
yang cukup banyak. Krateria calon pemimpin 
adalah yang bisa baca khutbah, dan mampu 
menjadi imam. Pemimpin yang bisa baca khutbah 
dan bisa jadi imam senantiasa memberi pencerahan 
kepada masyarakatnya. Yang patut kita syukuri 
adalah gubernur sekarang mencanangkan Baca 
tulis Al-Quran. Berbagai musibah melanda negeri 
ini, seperti bencana, flu burung dan lain-lainnya 
karena manusia telah melanggar hukum-hukum 
Allah.82 
Abd. Muhit menaggapi demokrasi dengan 
Islam bahwa dalam ajaran Islam dikenal sistem 
musyawarah, sementara demokrasi yang 
diterapkan di Indonesia adalah dicanagkan oleh 
pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, maka 
demokrasi ini harus diikuti, karena kita hidup di 
Indonesia yang menganut sistem demokrasi. 
                                                 
82 Wawancara dngan Abd Rahim.  
 73 
Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mengikuti 
pimpinan (ulil amri). Pada dasarnya prinsip-prinsip 
munyawarah dalam Islam sejalan dengan sistem 
demokrasi, sehingga kita mengenal istilah 
demokrasi Islam.83 
Sementara itu, La Ode Ismail Ahmad 
menganalisis perbedaan dan persamaan antara 
demokrasi dengan musyawarah. Ia mengatakan 
bahwa prosedur demokrasi memang berbeda 
dengan musyawarah, tetapi mempunya semangat 
yang sama yaitu bagaimana bisa menciptakan 
tatanan yang baik. Pada dasarnya demokrasi tidak 
hanya dipahami sebagai prinsip politik dalam 
menciptakan tatanan yang baik suatu negara, tetapi 
dalam Islam bahkan dalam segala hal menyangkut 
urusan kolektif. Kata al-amr (urusan) dalam ayat wa 
syawirhum fi al-amr tidak dibatasi oleh urusan 
tertentu, melainkan segala urusan, baik urusan 
domestik maupun urusan sosial politik. Jadi 
demokrasi atau musyawarah dalam Islam adalah 
sebuah metode problem solving dalam seluruh 
tatanan kehidupan, bukan hanya dalam ranah 
politik.84 
Bagi kalangan fundamentalis Islam 
menganggap bahwa nilai-nilai demokrasi 
bertentangan dengan Islam, karena mereka hanya 
melihat demokrasi itu hanya dari aspek suara 
terbanyak dalam pemilihan umum. Atas dasar ini 
mereka cenderung menolak demokrasi dan lebih 
menerima aspek musyawarah dari pada 
demokrasi. Bagi kalangan Islam moderat melihat 
                                                 
83 Wawancara dengan Abd. Muhit.  
84 Wawancara dengan La Ode Ismail Ahmad.  
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bahwa Islam dan demokrasi tidak bertentangan. 
Berdasarkan analisis data kuantitatif, 
kecenderungan kalangan Majelis Taklim yang 
diteliti adalah lebih moderat. 
Pernyataan pertama yang dikemukakan 
adalah ”demokrasi, dibanding bentuk 
pemerintahan lainnya adalah bentuk pemerintahan 
terbaik untuk sebuah negara seperti Indonesia. 
Dari 30 responden yang diteliti, 50 % di antaranya 
menyatakan setuju dan 16,66 yang menyatakan 
sangat setuju. Ini merupakan sebuah fenomena 
menarik bahwa kebanyakan Majelis Taklim di 
Sulawesi Selatan memandang jika demokrasi 
masih merupakan sebuah bentuk pemerintahan 
terbaik untuk diterapkan di negeri ini. Ternyata 
yang memilih tidak setuju hanya 10 %, dan yang 
tidak punya sikap sebanyak 23,33 %. 
Saat pernyataan dikemukakan kepada 
responden bahwa ”demokrasi merupakan sumber 
kekacauan dalam pemerintahan, maka dari 30 
responden, 56,66 % menyatakan tidak setuju 
sementara hanya 13 % responden yang 
menyatakan setuju, dan 6,66 % responden yang 
menyatakan sangat tidak setuju. Selebihnya adalah 
23,33 % yang tidak punya sikap. Dari prosentasi 
tersebut menunjukkan bahwa Majelis Taklim Di 
Sulawesi Selatan masih menganggap sistem 
demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang 
baik dan bukan merupakan sumber kekacauan. 
Jika demokrasi bukan sebagai sumber 
kekacauan dalam pemerintahan, maka kosekuensi 
logisnya adalah sistem domokrasi dapat 
menciptakan ketertiban masyarakat. Meski 
demikian, tentunya masih ada yang menganggap 
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hal sebaliknya. Pernyataan yang dikemukakan 
kepada Majelis Taklim adalah ”demokrasi 
menciptakan ketertiban masyarakat.” Dari 30 
responden, 50 % yang menyatakan setuju dan 
hanya 10 persen yang menyatakan tidak setuju. 
Responden yang yang menyatakan sangat tidak 
setuju adalah 6,66 % sementara yang menyatakan 
sangat setuju adalah prosentasi terkecil, yaitu 
hanya 3,33 %. Selebihnya adalah responden yang 
tidak punya sikap sebesar 30 %.  
Pernyataan selanjutnya adalah ” ”demokrasi 
sumber buruknya pembangunan ekonomi.” Dari 
30 responden, prosentasi tertinggi adalah 
responden yang tidak punya sikap, mencapai 50 %, 
menyusul responden yang menyatakan tidak 
setuju, yaitu 36,66 %. Mungkin ini disebabkan oleh 
para pengurus Majelis Taklim kurang memahami 
konsep demokrasi ekonomi, sehingga mereka 
memilih tidak punya sikap. Sementara responden 
yang menyatakan setuju dan yang menyatakan 
sangat tidak setuju cukup berimbang, yaitu 
masing-masing 6,66 %. 
Yang sangat menarik dari aspek demokrasi 
adalah masalah kepemimpinan. Kita menyadari 
bahwa situasi pada masa pemerintahan Orde Baru, 
kepemimpinan didominasi oleh tentara aktif, 
mulaidari tingkat pusat hingga kepala desa. Situasi 
sekarang sudah berubah sebagai pertanda 
menguatnya aspek masyarakat madani. Namun, 
masih ada masyarakat merasakan model 
kepemimpinan Pak Harto masih yang terbaik 
karena kemampuannya menciptakan masyarakan 
yang aman. Untuk melihat sejaumana Majelis 
Taklim terhadap permasalahan ini, maka 
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pernyataan yang dikemukakan adalah ”negara ini 
sebaiknya dipimpin oleh tentara aktif.” Dari 30 
responden, 53,33 % yang menyatakan tidak setuju 
jika negara ini dipimpin oleh tentara aktif, 
menyusul yang tidak punya sikap, yaitu 33,33 %. 
Responden yang menyatakan setuju hanya 6,66 %, 
sedangkan responden yang sangat setuju dan yang 
sangat tidak setuju adalah prosentasi terkecil, yaitu 
masing-masing 3,33 %. 
Dari uraian di atas, kita menyadari bahwa 
mayoritas Majelis Taklim di Sulawesi Selatan 
masih menganggap sistem demokrasi yang 





Hak Asasi Manusia mulai mencuat di 
Indonesia sejak masa Reformasi, meskipun minat 
dalam bidang ini sudah tumbuh di dunia sejak 
dekade tahun 1980-an yang menyebabkan 
dorongan yang berarti bagi gerakan HAM di 
Indonesia yang memiliki implikasi tekanan politik 
pada masa pemerintahan Suharto. Selain itu, 
tekanan dunia internasional atas Indonesia untuk 
memperbaiki rekornya dalam soal hak asasi 
manusia meningkat tajam. 
Hak asasi manusia pada dasarnya adalah 
kebebasan seseorang dan hak milik seseorang atau 
sering dirumuskan dengan ungkapan kesempatan 
untuk memperoleh kebahagiaan atau kesejahteraan 
(life, liberty and property atau the persuit of happiness). 
Ketiga hal fundamental ini dikembangkan di 
dalam aspek-aspek kehidupan yang meliputi hal-
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hal pokok, seperti: hak-hak politik, hak-hak 
ekonomi, dan hak-hak sosial budaya.85 Sementara 
itu, Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa 
ada tiga hak asasi yang paling prinsipil dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, hak 
menyatakan pendapat. Kedua, hak bernegosiasi, 
sebab tidak ada gunanya seseorang punya 
pendapat sendiri tanpa boleh menggalang 
pendapatnya. Ketiga, hak bersidang, sehingga 
pendapat mereka mempunyai suatu otoritas.86 
Menurut Moh. Mahfud MD., hak asasi 
manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat 
pada martabat manusiasebagai mahluk ciptaan 
Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak 
lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat 
fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian 
manusia atau negara.87 Dalam pandangan Islam, 
Al-Quran mengakui keberadaan hak-hak asasi 
manusia yang telah melekat pada manusia yang 
wajar. Hak-hak yang dimaksud adalah hak al-
istiqrar, yaitu hak untuk menetap dan berdiam di 
muka bumi, dan hak al-istimta’, yaitu hak untuk 
memanfatkan fasilitas yang ada di muka bumi 
sebagai rezki Tuhan. Kedua hak tersebut dapat 
                                                 
85 Padmo Wahyono, “Hak Asasi Manusia di 
Indonesia,” dalam Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia: 
Periode 1965 - 1999 (ed. David Bouchier dan Vedi R. Hadiz) 
(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006), h. 314. 
86 Adnan Buyung Nasution,Hak Asasi Manusia dan 
UUD 1945, dalam Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia: 
Periode 1965 - 1999 (ed. David Bouchier dan Vedi R. Hadiz) 
(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006), h. 31 
87 Moh. Mahfud MD., Dasar dan Struktur 
Kenegaraan Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) , h. 127 
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diklasifikasikan secara parsial yang lebih 
sederhana, misalnya hak hidup, hak memiliki, hak 
kemerdekaan beragama, dan hak menyatakan 
suatu pendapat.88 
Perwujudan hak asasi manusia sangat terkait 
dengan unsur-unsur lain, misalnya Tuhan, 
pemerintah dan masyarakat. Ketika Allah 
memperkenalkan dirinya sebagai al-Rahman dan al-
Rahim (Maha Penyayang dan Maha Pengasih) di 
awal surah, maka salah satu perwujudan sikap-
Nya yang agung adalah memberi manusia 
berbagai hak, terutama hak untuk hidup, aman dan 
sejahtera. Dalam kaitan ini, ajaran Islam 
menegaskan ketentuan dasar bahwa semua 
mahluk status hukum muhtaram, yaitu 
menghormati eksistensi mahluk dengan tidak 
membunuhnya. Semua mahluk hidup harus 
dilindungi eksistensinya. Dengan demikian Allah 
telah menjamin hak asasi manusia.89 
Bagaimana tanggapan pengurus Majelis 
Taklim jika hak asasi manusia dikaitkan dengan 
Islam? Menurut La Ode Ismail Ahmad, dalam fiqhi 
klasik terdapat rumusan yang amat menarik 
berkaitan dengan HAM, yaitu apa yang ulama 
sebut dengan al-kulliyat al-khamsah (prinsip-prinsip 
yang lima). Pertama, agama berfungsi memelihara 
pelaksanaan ibadah agar tetap berjalan. Kedua, 
jiwa berfungsi agar jiwa tetap terpelihara. Ketiga, 
akal berfungsi agar pikiran tetap jernih. Keempat, 
                                                 
88 Lihat Achmad, “Konsep Hak Asasi Manusia 
Dalam Al-Quran,” dalam Islam dan Realitas Sosial di Mata 
Intelektual Muslim Indonesia (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 
2005), h. 165. 
89 Lihat ibid., h.167  
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keluarga berfungsi memelihara keluarga dari 
segala bentuk gangguan yang dapat merusak 
keharmonisan. Kelima, harta agar harta benda 
yang sah tetap terpelihara sehingga mampu 
mensejahterakan seluruh anggota keluarga dan 
masyarakat pada umummya. Dengan demikian, 
Islam menganut hak asasi yang harus atau wajib 
terpenuhi baik secara individu maupun kolektif. 
Yang paling penting dari rumusan tersebut adalah 
tujuan akhir semua itu untuk mengangkat harkat 
dan martabat kemanusiaan.90 
Pandangan yang sedikit agak berbeda adalah 
Majelis Taklim Permata Mujahidin Kabupaten 
Wajo. Menurut Rabiah Lamming, HAM adalah 
produk Barat dan kita umat Islam terperangkap 
dengan teori mereka. Namun di sisi lain HAM 
punya sisi positif  karena kaum perempuan mulai 
berdiskusi tentang HAM. Menurutnya, HAM 
punya dampak negatif, misalnya di sekolah, para 
guru sangat susah memukul siswa karena 
dianggap pelanggaran HAM. Padahal siswa bisa 
saja dipukul jika sudah kelewat batas dengan 
tujuan mendidik.91 
Untuk melihat secara komprehensif 
pandangan para pengurus Majelis Taklim di 
                                                 
90 Wawancara dengan La Ode Ismail Ahmad.  
91 Wawancara dengan Rabiah Lamming. Ia adalah 
pengurus Majelis Taklim Permata Mujahidin Kabupaten 
Wajo. Majelis Taklim ini berdiri pada tahun 2003 bekerjasama 
dengan BKMT Kabupaten Wajo. Kondisi social ekonomi 
masyarakat Majelis Taklim berada pada rata-rata dari kelas 
menengah ke bawah. Umumnya mereka berasal dari tingkat 
pendidikan SMU ke bawah denga mobilitas yang tidak 
tergolong tinggi.  
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Sulawesi Selatan adalah melihat respon atas 
pertanyaan: ”Apakah Ibu/Bapak setuju dengan 
pendapat bahwa HAM bertentangan dengan 
Islam? Dari 30 responden, 66,66 % responden yang 
tidak setuju sementara 20 % yang setuju. Yang 
menarik adalah responden menjawab sangat setuju 
dan sangat tidak setuju cukup berimbang, yaitu 
masing masing 3,33 %. Sedangkan responden yang 
tidak punya sikap sebanyak 23,33 %.  
Saat pertanyaan lebih mengkerucut pada 
aspek hak hidup eksistensi Ahmadiyah dengan 
pertanyaan, ”Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa 
Ahmadiyah masih memiliki hak untuk hidup di 
Indonesia? Dari 30 responden Majelis Taklim, 60 % 
yang menyatakan setuju, sementara hanya 10 % 
yang menyatakan sikap tidak setuju. Responden 
yang memilih sangat setuju dan sangat tidak setuju 
masing-masing 3,33 %, sementara yang memilih 
tidak punya sikap 23,33 %. 
 Akhir-akhir ini, kasus Ahmadiyah kiat 
meningkat. Berbagai reaksi keras dari kelompok 
Islam fundamental mencekal bahkan menyerang 
dengan aksi kekerasan di berbagai wilayah 
Indonesia. Bahkan serangan Front Pembela Islam 
terhadap aksi damai yang dilakukan oleh Koalisi 
Kebangsaan hanya diasumsikan kelompok ini 
membela Ahmadiyah. Untuk melihat sikap Majelis 
Taklim di Sulawesi Selatan, pertanyaan yang 
dikemukakan adalah ”Apakah Bapak/Ibu setuju 
dengan tindakan kelompok umat yang melakukan 
aksi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah?” 
Dari 30 responden, 70 % yang tidak setuju dengan 
aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah, sementara 
hanya 16,66 % yang menjawab setuju. Responden 
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yang memilih tidak punya sikap 10 %, sementara 
prosentasi terkecil adalah sikap sangat tidak setuju, 
yaitu hanya 3,33 %. 
Oleh karena itu, dari pemaparan di atas kita 
bisa melihat bahwa sikap Majelis Taklim di 
Sulawesi Selatan terhadap ide hak asasi manusia, 
kecenderungan sikap mereka adalah lebih 
moderat.  
 
G. Isu-Isu Jender 
 
Perempuan seringkali diidentikkan sebagai 
mahluk kedua. Mitos kejatuhan Adam dan Hawa 
ke bumi sering diikuti kesimpulan bahwa 
perempuan merupakan penggoda yang 
menjerumuskan keduanya dalam dosa. 
Kesimpulan dari mitos ini menjadi klaim sejarah 
(historical claim) bahwa perempuan adalah warga 
kelas dua ketika dalam masyarakat perempuan 
selalu dijadikan teman belaka.92 Perempuan selalu 
hidup di ruang-ruang belakang rumah tangga, 
misalnya memasak, mencuci, menyeterika, bahkan 
melayani suami. Pelayanan terhadap suami, dalam 
suatu tafsir, dianggap sebagai jihad yang paling 
mulia. Karenanya, dalam berbagai konteks 
perempuan menjadi senang di bawah kuasa laki-
laki. Tafsir seperti itu selalu digembor-gemborkan 
oleh kaum partriarkhal. Agama dengan demikian 
                                                 
92 Mansour Faqih, “Posisi Perempuan dalam Islam: 
Tinjauan dari Analisis Gender” dalam Membincang 
Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam (Surabaya: 
Risalah Gusti, 1996), h. 47  
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menjadi bagian dari pembenaran makna atas 
korban dari ketidakbermaknaan teks.93 
Dalam sejarah Islam, realitas ini terjadi 
setelah Nabi Muhammad wafat di mana 
perempuan digiring sedemikian rupa sehingga 
menjadi bagian dari ruang publik yang tidak 
berkaitan dengan tamu (publik). Ini merupakan 
penyimpangan mereka pada masa kenabian: Siti 
Khadijah adalah pebisnis perempuan, Siti Aisyah 
adalah perowi beribu-ribu hadis, dan Siti Fatimah 
adalah bagian dari perjuangan Islam. Perempuan 
sebagai warga kelas dua terjadi karena distorsi oleh 
sejarah patriarkhal. Akibat distorsi tersebut, 
perempuan menjadi realitas kehidupan yang 
tersubordinasi oleh berbagai kepentingan, 
termasuk penafsiran agama yang diabadikan demi 
kepentingan tertentu. Perempuan seolah tidak 
memiliki ruang personal yang azasi untuk 
mengekspresikan kebutuhan spritualnya.94  
Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan 
perempuan merupakan mahluk Allah yang harus 
hidup berdampingan. Keduanya saling 
meyempurnakan, tidak ada yang lebih unggul 
secara biologis. Setidaknya ada tiga prinsip yang 
diajarkan Islam bahwa kaum laki-laki dan 
perempuan memiliki kesamaan di sisi Allah. 
Pertama, laki-laki dan perempuan memiliki 
                                                 
93 Masdar F. Mas’udi, “Perempuan di Lembaran kitab 
kuning” dalam Membincang Feminisme: Diskursus Gender 
Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 67. 
94 Achmad Mulyadi, Feminisasi Tarekat: Studi Atas 
Aspek Feministas Dalam Tarekat Naqsyabandiyah 
Mudhariyah di Madura. Jurnal Istiqra’ Departemen Agama 
RI. Volume 06, No. 01, 2007.,   
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kedudukan yang sama di hadapan Allah, bila 
keduanya memiliki derajat taqwa yang sama (Q.S. 
49:13). Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama 
memikul tanggung jawab yang sama dalam Islam, 
yaitu sama-sama diperintahkan menyerukan 
kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran 
(Q.S. 24: 30-31). Ketiga, laki-laki dan perempuan 
mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sesuai 
dengan apa yang diusahakannya. Tingkat 
keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh jenis 
kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi ditentukan 
oleh kesungguhan di dalam usaha dan bekerja 
(Q.S. 4: 32).95 
Uswatun hasanah yang dicontohkan Nabi 
Saw dan istri-istrinya, serta kaum perempuan 
sesudahnya menjadi rujukan kaum perempuan di 
Indonesia. Cut Nyak Dien, Kartini, Dewi Sartika, 
dan sebagainya terlibat dalam perjuangan 
kemerdekaan bangsa Indonesia mengangkat 
derajat perempuan Indonesia. Jauh sebelum 
mereka, perempuan-perempuan Indonesia, 
khususnya kesultanan Aceh juga pernah dan 
mampu menjalankan roda pemerintahan dengan 
baik. Yang jelas, selama ini penolakan beberapa 
kalangan terhadap keterlibatan perempuan dalam 
ruang publik, baik dalam bekerja maupun 
memangku kursi kepemimpinan selalu meruju 
kepada teks ayat Al-Quran (Q.S. 4: 34). Bagaimana 
Majelis Taklim di Sulawesi Selatan merespon 
permasalahan ini? 
Abdul Muhit mengatakan bahwa kaum 
perempuan tidak boleh banyak berperan karena 
                                                 
95 Lihat Tim PPIM UIN Jakarta, op.cit., h. 94-95  
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mereka di bawah kordinasi laki-laki. Dalam Al-
Quran disebutkan ”sesungguhnya laki-laki adalah 
pemimpin atas perempuan.” Karena itu, Abdul 
Muhit tidak sependapat jika perempuan menjadi 
presiden, karena menyalahi kodrat, dan 
bertentangan dengan ayat tadi.96 
Rabiah Lamming menanggapi bahwa 
perempuan di pentas politik sah-sah saja, sebab 
boleh jadi perempuan punya potensi untuk 
menjadi presiden. Lamming mencontohkan dirinya 
disamping sebagai ibu rumah tangga, ia juga 
menjadi muballighat. Berkaitan dengan persoalan 
kesetaraan jender, perempuan harus tahu bahwa 
ketika menuntut kesetaraan, mereka harus 
memberdayakan diri. Jangan sampai perempuan 
menuntut hak tetapi kewajiban tidak dipenuhi. Jadi 
kesetaraan yang dimaksud adalah kemampuan 
laki-laki dan perempuan untuk memenuhi 
kewajibannya. Dengan demikian, perempuan 
punya hak untuk menjadi presiden. Tentang 
poligami, Lamming mengakui ada jalan intuk itu, 
sepanjang laki-laki mampu memenuhi syaratnya, 
terutama berbuat adil. Lamming sering 
menyampaikan di Majelis Taklim, khususnya di 
MT Permata Mujahidin bahwa poligami itu ada 
untuk menghindari suami berbuat sina.97 
La Ode Ismail Ahmad menaggapi bahwa ia 
setuju dengan konsep kesetaraan jender, begitu 
juga dengan kampanye kesetaraan jender yang 
selama ini dimotori oleh aktivis perempuan. Yang 
La Ode tidak setujui adalah ketika mengadopsi 
                                                 
96 Wawancara dengan Abdul Muhit.  
97 Wawancara dengan Rabiah Lamming.  
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semangat jender, namun mengabaikan kearifan 
lokal. Menurutnya, terdapat banyak perempuan 
Islam yang memang sudah senang dengan peran-
peran domestik yang ia geluti selama ini, bukan 
karena ia tidak mengerti bahwa dirinya juga bisa 
berbenah di luar rumah, namun sudah menjadi 
semacam kearifan lokal yang terbentuk secara 
natural. Tegasnya La Ode menerima konsep 
kesetaraan jender sepanjang para aktor tersebut 
menghargai perempuan yang gigih memegang 
kearifan lokal dengan penuh kesadaran.98 
Abd Rahim melihat bahwa di era globalisasi 
ini ada istilah wanita karir. Istilah ini muncul pada 
zaman ibu Kartini yang memperjuangkan hak-hak 
kaum perempuan. Sekarang ini, pakaian laki-laki 
sama dengan pakaian perempuan, padahal 
bertentangan dengan ajaran Islam. Perempuan 
sekarang memakai celana pendek karena ingin 
menyamai laki-laki. Hal ini memperlihatkan aurat 
wanita yang semestinya tidak boleh 
dipertontonkan kepada yang bukan muhrimnya. 
Dari segi aurat saja sudah nampak perbedaan 
kodrat angtara laki-laki dan perempuan. Dalam 
aspek ekonomi dan pendidikan, jender ini boleh-
boleh saja, karena laki-laki dan wanita memiliki 
hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. 
Namun, dalam aspek kepemimpinan, laki-laki 
adalah pemimpin wanita. Tentang poligami, 
masalahnya karena banyak di antara masyarakiat 
yang tidak siap manerima ajaran Tuhan. Jadi perlu 
disosalisasikan konsep ini.99 
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Selain data kualitatif, data kuantitatif juga 
sangat penting untuk dianalisis berkaitan dengan 
isu jender. Isu ini sangat penting karena mayoritas 
penggerak Majelis Taklim adalah kaum 
perempuan. Pertanyaan Isu ini diawali dengan 
pertanyaan mendasar untuk melihat bagaimana 
respon Majelis Taklim terhadap isu jender, yaitu 
”apakah Bapak/Ibu setuju dengan ide jender? Dari 
30 responden, prosentasi terbesar adalah yang 
menjawab setuju dengan mencapai 73,33 %, 
sedangkan terendah adalah yang menjawab sangat 
setuju, yaitu 6,66 %. Sedangkan responden yang 
menjawab tidak setuju dan yang tidak punya sikap 
cukup berimbang, yaitu masing-masing 10 %. 
Isu yang sering diperdebatkan tentang jender 
adalah keunggulan laki-laki atas perempuan dalam 
berbagai hal. Asumsi ini sering dikaitkan dengan 
aspek biologis, budaya, dan agama. Pernyataan 
yang dikemukakan adalah ”pada umumnya laki-
laki lebih unggul dibandingkan perempuan dalam 
berbagai hal. Respon Majelis Taklim antara yang 
setuju dengan yang tidak setuju adalah hampir 
berimbang, yaitu 33,33 % yang setuju dan 30 % 
yang tidak setuju. Responden yang menyatakan 
tidak punya sikap juga cukup tinggi yaitu 30 %, 
sedangkan prosentasi terkecil adalah yang sangat 
setuju, yaitu 6,66 %. 
Sebagaimana disinggung di atas, salah satu 
aspek yang yang diperdebatkan dalam isu ini 
adalah berkaitan dengan wanita karir. Dua 
pernyataan penting yang dikemukakan di sini, 
pertama ”Perempuan, sebagaimana halnya laki-
laki, sama-sama punya hak untuk dipilih menjadi 
wakil rakyat (DPR). Dari 30 responden, prosentasi 
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tertinggi adalah yang menyatakan setuju mencapai 
33,33 %, menyusul yang menyatakan sangat setuju, 
yaitu 30 %. Responden yang menyatakan tidak 
punya sikap adalah 10 %, sedangkan prosentasi 
terkecil adalah responden yang menyatakan tidak 
setuju, yaitu hanya 3,33 %. Pernyataan kedua 
berkaitan dengan masalah karir adalah 
”perempuan terlalu lemah untuk menjadi hakim di 
pengadilan.” Dari 30 responden, 53,33 % yang 
menyatakan tidak setuju, sementara yang 
menyatakan setuju hanya 16,66 %. Prosentasi 
terkecil adalah responden yang menyatakan sangat 
tidak setuju sekitar 6,66 %. Sisanya adalah 
responden yang menyatakan tidak punya sikap, 
yaitu 23,33 %. Dari pemaparan ini sangat jelas 
bahwa Majelis Taklim setuju jika perempuan 
berkarir disamping memiliki tanggu jawab 
mengurus rumah tangga. 
Isu tidak kalah menariknya tentang 
kesetaraan jender adalah kesempatan 
mendapatkan pendidikan. Pernyataannya adalah 
”dalam satu rumah tangga ada dua anak, laki-laki 
dan perempuan, sementara kemampuan untuk 
menyekolahkan hanya satu anak. Dalam situasi 
seperti ini, maka yang harus disekolahkan adalah 
anak laki-laki.” Dari 30 responden, yang 
menyatakan setuju dan yang tidak setuju cukup 
berimbang dengan prosentasi tertinggi, yaitu 36,66 
%. Responden yang menyatakan sangat setuju dan 
yang menyatakan tidak punya sikap juga 
berimbang, yaitu masing-masing 10 %. Sementara 
itu, prosentasi terkecil adalah yang menyatakan 
sangat tidak setuju, yaitu 6,66 %. 
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 Aspek yang juga sering didiskusikan dari 
tema kesetaraan jender adalah pembagian warisan 
berdasarkan teks ayat Al-Quran bahwa laki-laki 
mendapat satu sementara  perempuan hanya 
seperdua. Bagi yang menerima pembagian ini 
beranggapan bahwa status hukum dalam ayat ini 
jelas, sementara yang menginterpretasikan secara 
kontekstual menganggap bahwa untuk situasi 
tertentu pembagian itu bisa merata. Pada 
umumnya pemikira Majelis Taklim yang diteliti 
menerima teks ayat ini sebagai produk hukum 
yang jelas. Pertanyaan yang dikemukakan adalah 
”dalam pembagian waris (peninggalan) orang tua, 
anak perempuan harus mendapat bagian separuh 
dari bagian laki-laki.” Dari 30 responden, 
prosentasi tertinggi adalah sikap yang menyatakan 
setuju yang mencapai 66,66 %, sementara yang 
tidak setuju hanya 10 %. Bagi yang menyatakan 
sangat tidak setuju 6,66 %, sedangkan yang setuju 
sekitar 3,33 %. Respon yang menyatakan tidak 
punya sikap adalah 13,33 %. Tampak jelas bahwa 
Majelis Taklim cukup berhati-hati dalam menerima 
sumber hukum apalagi bersumber dari Al-Quran. 
Aspek penting lainnya yang sering 
diperdebatkan dalam tema kesetaraan jender 
adalah ide tentang perempuan bisa menjadi 
presiden. Bagi kaum fundamentalis Islam tidak 
menerima konsep ini, sebab meraka menganggap 
bahwa dalam aspek kepemimpinan, terutama 
pemimpin dalam negara kaum perempuan tidak 
boleh memimpin kaum laki-laki. Dalam 
kenyataannya, Indonesia pernah dipimpin oleh 
perempuan dari Paerai PDIP. Bahkan partai ini 
tetap tetap memperjuangkan kader terbaiknya 
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untuk kembali memimpin negara ini. Pertanyaan 
yang dikemukakan kepada Majelis Taklim adalah 
”perempuan sebaiknya tidak boleh menjadi 
presiden.” Dari 30 responden, 53,33 % yang 
menyatakan tidak setuju, sementara yang 
menyatakan setuju hanya 26,66 %, meyusul yang 
sangat tidak setuju sekitar 6,66 %. Selebihnya 
adalah yang menyatakan tidak punya sikap, yaitu 
13,33 %.  
 
H. Pemberlakuan Syariat Islam. 
Upaya penegakan syariah Islam secara formal 
melalui instrumen negara bukanlah suatu wacana 
baru dalam pentas sejarah Islam di Indonesia. 
Upaya seperti itu memiliki akar historis yang 
panjang, bahkan sejak masa kerajaan-kerajaan 
Islam pertama di Indonesia. Pada abad ke-17 M., 
hukum Islam yang ketat telah diterapkan secara 
parsial di Banten dan Aceh, dimana hukum potong 
tangan misalnya, diberlakukan kepada para 
pencuri. Hukuman keras ini diambil dari hukum 
kriminal Islam (hudud). Pemberlakuan hukum 
Islam seperti ini mejadi bukti terbalik bagi 
anggapan yang predominan di kalangan sejumlah 
pengamat bahwa tidak ada hukum Islam yang 
pernah dipraktekkan pada masa awal sejarah Islam 
di Indonesia.100 
                                                 
100 Wahyuddin Halim, Gerakan Formalisasi Syariat 
Islam melalui Instrumen Negara: Refleksi Kritis atas KPPSI” 
(Paper Annual Conference Postgraduate Programs State IAINs 
and UINs , Comfort Hotel Makassar, 25-27 November 2005), 
h. 1 
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Dalam sejarah modern di Indonesia, 
perjuangan penerapan syariah Islam selalu 
menimbulkan perdebatan yang cukup panjang, 
karena tujuannya adalah mendapatkan legitimasi 
dan operasionalisasi oleh Negara secara formal. 
Dengan demikian, upaya penerapan syariah Islam 
menjadi salah satu isu penting berkaitan dengan 
relasi agama dan negara. Disaat detik-detik 
perumusan konstitusi baru bagi Indonesia 
merdeka, para pemimpin Muslim anggota Badan 
Pelaksana Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) telah berupaya memasukkan 
dalam Muqaddimah UUD 1945 suatu frase yang 
akan memberi legitimasi politis bagi kewajiban 
penduduk Muslim Indonesia melaksanakan 
syariah Islam. Belakangan Muqaddimah ini dikenal 
sebagai Piagam Jakarta dengan mencakup tujuh 
kata, yaitu “dengan kewajiban melaksanakan 
syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Piagam 
ini diyakini dapat memberikan landasan 
konstitusional bagi penerapan syariah Islam di 
Indonesia.101   
Pada masa transisi, dimulai saat lengsernya 
Suharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 
1998, perjuangan syariah Islam tumbuh bak jamur 
di musim hujan. Perubahan konstalasi politik post 
Suharto Indonesia telah menawarkan kesempatan 
yang lebih besar bagi kelompok-kelompok atau 
organisasi-organisasi pro-syariah Islam untuk 
memasukkan lebih banyak lagi unsur-unsur 
syariah Islam ke dalam sistem hukum nasional. 
Disaat yang sama, tuntutan penerapan syariah 
                                                 
101 Ibid.   
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Islam secara lokal di beberapa daerah di Indonesia 
terasa cukup kuat,102 termasuk KPPSI yang 
dimotori oleh Abd Aziz Kahar (yang juga dikenal 
sebagai salah seorang pendiri pesantren 
Hidayatullah Cabang Makassar). 
Menurut Abd. Muhit, Sayariat Islam pada 
dasarnya adalah menjalankan segala peraturan 
yang bersumber dari Alquran dan hadis. Dengan 
kata lain menjalankan segala perbuatan yang 
dikehendaki oleh Allah Swt. Pemberlakuan syariat 
Islam merupakan hal yang sangat baik dalam 
rangka pengamalan ajaran Islam. Potong tangan 
misalnya, adalah sangat bermanfaat karena dapat 
membuat orang jerah. Namun perlu kita sadari 
bahwa kita hidup di negara Indonesia yang 
memiliki hukum nasional, bukan negara Islam. 
Oleh karena itu, yang sangat penting dilakukan 
adalah pemberdayaan umat melalui pengajaran 
Islam secara kaffah.103  
Salah seorang intelektual muda Sulawesi 
Selatan bernama Wahyuddin Halim mengatakan 
bahwa Syariat Islam adalah suatu jalan hidup yang 
bersifat ilahi kepada manusia guna membimbing 
mereka untuk mencapai kebahagiaan hidup di 
dunia dan diakhirat yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad. Untuk mengkontekstualkan 
dibutuhkan kekuatan intelektual (ijtihad). Secara 
sempit, syariat Islam adalah wilayah fiqhi (hukum 
Islam). Ini yang banyak dipahami oleh para 
penegak syariat Islam, terrutama aspek pidana dan 
perdata yang ingin ditegakkan dalam kehidupan 
                                                 
102 Lihat ibid., h. 3.  
103 Wawancara dengan Abd Muhit  
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berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan sikap 
terhadap pemberlakuan syariat Islam seperti yang 
dilakukan oleh KPPSI, Wahyuddin Halim tidak 
setuju dengan berbagai alasan. Pertama, para 
penegak syariat Islam memahaminya secara 
spesifik (hukum Islam) padahal syariat Islam 
memiliki nilai-nilai universal. Kedua, upaya 
tersebut tidak menunjukkan kompetensi keilmuan 
dibidang syariat Islam secara spesifik. Kebanyakan 
di antara mereka berlatar belakang umum dengan 
bermodalkan semangat dan singkrifikasi evolusi 
tersebut dalam syariat terjadilah doktrin-doktrin 
sederhana dengan menyederhanakan persoalan 
kompleks yang dihadapi oleh umat yang dianggap 
bisa diselesaikan melaui penegakan syariat Islam. 
Ketiga, kelompok-kelompok penegak syariat Islam 
punya orientasi politik jangka pendek sehingga 
tidak bisa melepaskan diri dari keterlibatan dengan 
politik praktis. Keempat, ada semacam ekslusifisme 
terhadap gagasan-gagasan syariat Islam yang lebih 
serius yang diwacanakan oleh para ulama-ulama 
Indonesia mutaakhir. Kelima, kelompok-kelompok 
ini tidak mendapat legitimasi institusional dari 
ormas-ormas besar di indonesia yang meskipun 
secara personal ada yang terlibat, tetapi bukan atas 
nama institusi.104  
Salah satu instrumen penting dari konsep 
pemberlakuan syariat Islam adalah konsep negara 
Islam, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang 
didasarkan atas dasar ajaran Islam (Al-Quran dan 
Assunnah). Menurut Musafir Pababbari, sebelum 
                                                 
104 Wawancara dengan Wahyuddin Halim pada bulan 
April 2008. 
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Kartosuwiryo muncul, para founder negara kita 
sudah berjasa dalam mencetuskan kesatuan 
Republik Indonesia. Pencetusan ini mengalami 
proses yang sangat panjang dengan berbagai 
pertimbangan yang cermat dan cerdas. Saya 
melihat gerakan tersebut justru adanya 
kekecewaan secara internal militer. Isu pendirian 
negara Islam bukanlah murni, tetapi lahir dari 
kekecewaan, sehingga konsep yang dicetuskannya 
tidak matang.105  
Hal senada dikemukakan oleh Wahyuddin 
Halim bahwa Kartosuwiryo itu juga terjadi ketidak 
puasan terhadap ideologi yang dikterapkan oleh 
Soekarno. Yang nampak adalah ada semangat 
Islam, yaitu semangat menggebu-gebu dalam 
mendirikan Negara Islam didasarkan atas kejahilan 
intelektual. Maksudnya Kartosuwiryo tidaklah 
sekaliber Maududi yang memiliki konsep tentang 
Negara Islam. Jika Kartosuwiryo memang diakui, 
apa dia punya gambaran mau dikemanakan negara 
ini? Siapa yang meragukan wawasan kebangsaan 
Hatta dan pencetus negara ini? Apakah 
Kartosuwiryo atau Qahhar memiliki intelektual 
yang mampu mendesain negara ideal yang 
diinginkan?106 
Abd Rahim, salah seorang pembina Mejelis 
Taklim di Pesantren Istiqamah mengatakan bahwa 
jika umat Islam bersatu dalam penegakan syariat 
Islam, maka Allah menjamin keamanan umat 
manusia dan umat Islam dapat bersatu. Hanya 
                                                 
105 Wawancara dengan Musafir Pababbari pada bulan 
April 2008.  
106 Wawancara dengan Wahyuddin Halim.  
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saja, umat Islam ragu-ragu dalam menegakkan 
syariat Islam karena mereka takut terhadap sangsi 
dari pemberlakuan syariat Islam itu. Syukurlah 
Bupati Maros mencanagkan Baca Tulis Al-Quran 
sebagai bagian dari aspek penegakan syariat Islam. 
Pejabat yang mau dilantik akan ditunda 
pelantikannya jika tidak tahu membaca Al-Quran. 
Bahkan bupati berencana membentuk kelurahan 
Muslim Maccini Baji (asal Bupati Maros). Hanya 
saja yang menjadi kendala adalah umat Islam 
lamban dalalam merespon penegakan syariat Islam 
ini.107  
Hal yang cukup menarik berkaitan dengan 
pernyataan konsep negara Islam yang didasarkan 
oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah adalah respon 
para pengurus dan muballig/muballighat Majelis 
Taklim di Sulawesi Selatan berdasarkan data 
kuantitatif. Pernyataannya adalah ”Pemerintah dan 
Negara Islam, yakni pemerintahan atas dasar Al-
Quran dan Sunnah dibawah kepemimpinan ahli-
ahli Islam (seperti ulama dan kiyai) adalah terbaik 
di negeri ini.” Dari 30 angket yang disebarkan 50 % 
setuju jika konsep negara Islam diterapkan, 23,33 % 
menjawab tidak setuju, 16,66 % tidak punya sikap, 
dan 10 % menjawab sangat setuju. Dengan 
demikian, prosentasi responden yang menjawab 
sangat setuju dan sangat setuju adalah jauh lebih 
besar dibanding dengan responden yang 
menjawab tidak setuju. 
Pernyataan selanjutnya adalah negara harus 
mewajibkan pelaksanaan syariat Islam bagi semua 
Muslim dan Muslimah. Dari tiga puluh responden, 
                                                 
107 Wawancara dengan Abd Rahim.  
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60 % yang setuju, 16,66 % yang tidak setuju, 16,66 
% tidak punya sikap dan 6,66 % yang menjawab 
sangat setuju. Jadi 66,66 % responden yang 
menjawab area setuju dan sangat setuju, dan hanya 
16,66 % yang tidak setuju. 
Pernyataan selanjutnya adalah ”cita-cita 
perjuangan atau organisasi Islam (seperti Darul 
Islam, Laskar Jihad, KPPSI, dan lain-lain) untuk 
menegakkan syariat Islam dalam pemerintahan 
dan masyarakat Indonesia harus didukung.” Dari 
tiga puluh responden, 40 % menjawab setuju, 33,33 
% tidak punya sikap, 16,66 % menjawab tidak 
setuju, 3,33 % sangat setuju, dan 3,33 % sangat 
tidak setuju. Jadi 43,33 % responden menjawab 
area setuju dan sangat setuju, dan hanya 19 % 
menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 
yang mendukung perjuangan Ormas Islam dalam 
pelaksanaan penegakan syariat Islam. 
Salah satu ide kontroversial dalam 
pemahaman penegakan syariat Islam adalah 
hukum potong tangan, meskipun ide ini belum ada 
satu wilayah di Indonesia ini yang menerapkan 
sebagai bentuk peraturan daerah. Bagaimana 
respon Majelis Taklim di Sulawesi Selatan jika 
”hukum potong tangan bagi pencuri Muslim yang 
diajarkan dalam Al-Quran harus ditegakkan 
pelaksanaannya oleh pemerintah negeri ini.” Dari 
30 responden, 36,66 % menjawab setuju, 30 % 
menjawab tidak setuju, 23,33 % tidak punya sikap, 
6,66 % sangat tidak setuju, dan 3,33 % sangat 
setuju. Dari prosentase tersebut nampaknya ada 
perimbangan antara yang setuju dan yang tidak 
setuju penerapan hukum potong tangan bagi 
pencuri umat Islam.  
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Aspek penting tentang ide penerapan 
syariat Islam di Sulawesi selatan adalah kewajiban 
memakai busana Muslim/Muslimah. Dalam 
angket dikatakan bahwa ”Pemerintah tidak punya 
hak memerintahkan warga muslimah memakai 
jilbab.” Dari 30 responden, 63,33 % responden yang 
menyatakan sikap tidak setuju. Sementara itu, 
responden yang menyatakan setuju dan yang 
menyatakan tidak punya sikap cukup berimbang, 
yaitu masing-masing 23,33 %. Prosentasi yang kecil 
adalah pernyataan yang sangat tidak setuju, yaitu   
6,66 %, dan responden yang setuju hanya 3,33 %.  
Dari uraian di atas nampak jelas bahwa 
prosentase kecenderungan pemikiran pengurus 
Majelis Taklim terhadap ide penerapan syariat 
























Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Munculnya peralatan-peralatan baru dalam 
teknologi komunikasi dan informasi bukan 
hanya menciptakan proses globalisasi dan 
informasi, tetapi sekaligus globalisasi gaya 
hidup dan system nilai. Dalam proses 
globalisasi nilai ini, tentu saja yang paling 
banyak mengambil manfaat adalah mereka 
yang menguasai media komunikasi tersebut. 
Sebaliknya, yang menjadi korban adalah 
masyarakat yang cuma bisa menjadi sasaran 
dan konsumen informasi yang tidak 
menguasai produk teknologi tersebut. Kita 
melihat terjadinya perubahan-perubahan 
drastis dan cepat dalam masyarakat yang 
menjadi sasaran atau konsumen globalisasi 
informasi. Contoh kongkret yang bisa kita 
saksikan adalah terjadinya pergeseran nilai-
nilai dalam etika Islam. Nilai-nilai gotong-
royong, penghormatan terhadap orang yang 
lebih tua, penghargaan terhadap yang lebih 
muda, tatakrama dalam bertutur kata, 
lunturnya nilai-nilai spritual pada generasi 
muda, dan gaya hidup konsumerisme. Situasi 
seperti ini memberi tantangan yang cukup 
besar terhadap gerakan Islam di Indonesia 
umumnya, dan wilayah Sulawesi Selatan 
khususnya. 
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2. Tidak bisa dipungkiri bahwa di era 
globalisasi ini,  wacana dan gerakan Islam 
fundamental dan moderat semakin eksis 
yang tentunya dilatar belakangi oleh sebuah 
realitas sosial yang ada. Dalam konteks inilah 
muncul representasi, yaitu sejauhmana fakta 
sosial yang diabstraksikan mampu mewadahi 
konstruksi yang sebenarnya. Apalagi di era 
globalisasi sekarang, baik Islam bercorak 
fundamental maupun yang bercorak moderat 
masing-masing melakukan aksi dalam 
mengembangkan misinya, termasuk 
pengaruhnya dalam aktifitas-aktifitas 
keagamaan di majelis-majelis taklim di 
Sulawesi Selatan. Konsekuensinya, secara 
umum eksistensi Majelis Taklim di Sulawesi 
Selatan memiliki afliasi keagamaan baik 
bersifat fundamental, maupun moderat yang 
pada gilirannya memiliki pandangan-
pandangan yang berbeda dalam merespon 
isu-isu keagamaan kontemporer.  
3. Civic values (nilai nilai masyarakat madani) 
ternyata masih dianggap sesuatu yang baru 
di kalangan Majelis Taklim dan konsep ini 
masih jarang didiskusikan atau 
disosialisasikan ke masyarakat Sulawesi 
Selatan. Namun demikian, Para pengurus 
dan penceramah Majelis Taklim yang 
dijadikan sebagai obyek penulisan memiliki 
pandangan yang beragam terhadap ide-ide 
keagamaan kontemporer, baik yang bersifat 
fundamental maupun yang moderat. Nilai-
nilai keagamaan kontemporer atau civic values 
yang dimaksud meliputi; Islam inklusif, 
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toleransi, pluralisme, nilai-nilai demokrasi, 
jihad, hak asasi manusia, kesetaraan jender, 
dan pemberlakuakn syariat Islam.  
 
B. Saran-Saran 
Majelis Taklim memiliki dimensi peran 
yang luar biasa dalam kehidupan sosial budaya 
umat Islam secara keseluruhan. Dengan beragam 
fungsi, tidak heran jika Majelis Taklim 
memilikiperan vital dalam pembangunan umat. 
Peran sosiologis misalnya, memberikan arti 
tersendiri, baik bagi umat Islam maupun 
masyarakat umum. Majelis Taklim kemudian 
menjadi core budaya dimana di dalamnya terjadi 
interaksi-interaksi sosiologis sekaligus spritual. 
Sebagai fungsi sosiologis, Majelis Taklim 
hendaknya lebih membuka diri, mengikuti dan 
menerima perubahan sosial sebagai dampak dari 
pengaruh teknologi informasi di era globalisasi ini. 
Dalam interaksi sosial, Majelis Taklim dituntut 
untuk bersikap lebih moderat dalam merespon isu-
isu keagamaan kontemporer agar lebih toleran, 
bersikap demokratis, menghargai hak asasi 
manusia, mengangkat harkat dan martabat kaum 
perempuan, tidak sekedar memahami konsep jihad 
secara sempit, dan memahami konsep syariat Islam 
secara universal. Sebagai lembaga dakwah, Majelis 
Taklim   dituntut untuk mengembangkan konsep 
dan strategi dakwah yang lebih modern. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa di era globalisasi ini, Majelis 
Taklim dituntut untuk menguasai teknologi 
komunikasi, sehingga dakwah mereka tidak 
terbatas pada jamahnya saja, tetapi bisa diakses 
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